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Keberadaan penumpang ilegal dalam pelayaran dapat mengancam 

keselamatan pelayaran, pihak manajemen Pelabuhan Ulee Lheue hanya 

menginput pada daftar manifest penumpang yang legal. Pertanyaan 

penelitian Mengapa sebagian penumpang kapal masih melakukan upaya 

menjadi penumpang illegal dalam pelayaran di Pelabuhan Ulee Lheue?, 

Bagaimana pemahaman penumpang kapal tentang risiko yang dihadapinya 

dalam pelayaran dan sistem proteksi yang diberikan pemerintah? dan 

Bagaimana pertanggungjawaban terhadap musibah bagi penumpang kapal 

feri ilegal dipelabuhan Ulee Lheue dalam perspektif akad ijārah ‘ala 

manāfi’?, Bagaimana pertanggung jawaban terhadap musibah bagi 

penumpang kapal feri ilegal dipelabuhan Ulee Lheue dalam perspektif akad 

ijārah ‘ala manāfi’?. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, 

teknik pengumpulan data dengan wawancara, dan observasi. Penumpang 

illegal ( penumpang yang tidak membeli tiket) masih terindetifikasi di 

Pelabuhan kapal feri Ulee Lheue, adapun faktor-faktor penyebab adanya 

penumpang illegal adalah faktor kekerabatan, faktor ekonomi, faktor adanya 

calo tiket, faktor hari libur atau hari-hari tertentu, dan faktor tidak 

tersedianya jalur masuk khusus penumpang. Berdasarkan wawancara rata-

rata konsumen masih kurang memahami terkait resiko yang mereka hadapi 

saat pelayaran. terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh manajemen 

pelabuhan yaitu mewajibkan setiap penumpang membeli tiket pelayaran 

dengan menunjukkan KTP sebagai identitas untuk selanjutnya dijadikan data 

manifest dan diserahkan pada saat hendak memasuki kapal, namun masih 
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terjadi pengabaian terhadap regulasi pelayaran dengan minimnya 

pengawasan dan pengecekan pihak  petugas. Risiko yang terjadi terhadap 

pelayaran akan dapat menyebabkan overload, secara langsung telah 

mengancam keselamatan pelayaran dan juga penumpang lain. Pihak 

manajemen pelabuhan Ulee Lheue telah membuat beberapa upaya strategis 

bersifat praktis yang dilakukan untuk mencegah penumpang ilegal, sesuai 

Pasal 144 UU No. 17 Tahun 2008 dengan hukuman membayar biaya tiket 

dan bila tidak mengikuti ketentuan tersebut akan dimasukkan dalam sel 

kapal. Tetapi langkah pencegahan ini kurang maksimal, karena penumpang 

ilegal sulit untuk diketahui. Dalam perspektif ijarah ala manafi’ tidak sah 

atau berlakunya ijarah bagi penumpang illegal, dan apabila penumpang 

illegal ini terdeteksi maka penumpang wajib membayar denda seberapa pun 

yang pihak kapal tetapkan. 
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TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 

1. Konsonan 

No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 

 ا 1

Tidak 

dilam 

Bangkan 

 ṭ ط 16 

t dengan 

titik di 

bawahnya 

 ẓ ظ B  17 ب 2

z dengan 

titik di 

bawahnya 

  ‘ ع T  18 ت 3

 ṡ ث 4

s dengan 

titik di 

atasnya 

  G غ 19

  F ف J  20 ج 5

 ḥ ح 6

h dengan 

titik di 

bawahnya 

 Q ق 21

 

  K ك Kh  22 خ 7

  L ل D  23 د 8

 Ż ذ 9

z dengan 

titik di 

atasnya 

 M م 24

 

  N ن R  25 ر 10

  W و Z  26 ز 11

  H ه S  27 س 12
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  ’ ء Sy  28 ش 13

 ṣ ص 14

s dengan 

titik di 

bawahnya 

 Y ي 29

 

 ḍ ض 15

d dengan 

titik di 

bawahnya 

    

 

2. Vokal  

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fatḥah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dhammah u 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf 

َ  ي  Fatḥah dan ya ai 

َ  و  Fatḥah dan wau au 
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Contoh: 

 haula : هول kaifa : كيف 

 

3. Maddah  

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda 

ا/ ي   َ  Fatḥah dan alif atau ya ā 

ي  َ  Kasrah dan ya ī 

ي  َ  Dammah dan wau ū 

 

Contoh: 

 qāla : ق ال  

ى  م   ramā : ر 

 qīla : ق يْل  

 yaqūlu : ي ق وْل  

 

4. Ta Marbutah ( ة) 

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah (ة) hidup 

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah h. 
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c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة) diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta marbutah ( ة) itu ditransliterasikan dengan h. 

 

Contoh:  

ة  الْا طْف الْ  وْض   rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl : ر 

ةْ ا   ر  ن وَّ يْن ة  الْم  د  لْم   : al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul  

 Munawwarah  

ةْ   Ṭalḥah : ط لْح 

Catatan: 

 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, 

seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai 

kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir 

bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak 

ditransliterasi. Contoh: Tasawuf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan wilayah maritim yang terdiri dari puluhan pulau 

besar dan ribuan pulau kecil, sehingga untuk menghubungkan berbagai pulau 

tersebut dibutuhkan sarana transportasi dan pengangkutan untuk 

memudahkan berbagai bentuk mobilitas seperti sarana perjalanan dan 

pengiriman berbagai jenis barang dan beragam kegiatan lainnya. 

Transportasi air ini yang difasilitasi oleh ASDP (Angkutan Sungai Danau 

dan Pulau) umumnya menggunakan kapal, dan menjadi sarana vital untuk 

memudahkan pengangkutan berbagai objek termasuk komoditas bisnis dan 

pengangkutan orang. Keberadaan moda transportasi air yang difasilitasi oleh 

ASDP ini tentu memiliki beragam sarana dan prasarana yang harus 

disediakan oleh pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Perhubungan, 

khususnya pada Direktorat Perhubungan laut harus mengoptimalkan kinerja 

pada penyediaan secara menyeluruh moda transport ini berupa kapal, baik 

kapal feri, kapal roro dan lain-lain.  

Fasilitas transportasi publik ini yang disediakan oleh pemerintah harus 

digunakan semaksimal mungkin untuk memudahkan mobilitas masyarakat, 

namun dalam tataran tertentu membutuhkan pengawasan yang optimal agar 

seluruh fasilitas publik ini digunakan sesuai ketentuan yuridis formal yang 

ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan perundangan-undangan baik 

dalam bentuk UU, Kepres, dan lain-lain.  

Dalam UU no. Pada tanggal 17 Tahun 2008 terkait dengan 

kemaritiman, pemerintah mengidentifikasi berbagai isu penting tentang 

keteraturan dan kepastian hukum kelautan sehingga dapat melindungi dan 

melayani masyarakat secara nyata dengan baik. Oleh karena itu, dalam UU 

No. Pada tanggal 17 tahun 2008 tentang navigasi, telah ditetapkan berbagai 



2 
 

  

aturan penting bagi operasi maritim berbagai jenis kapal untuk menghindari 

tindakan manusia yang lalai, disengaja atau tidak disengaja. Salah satu hal 

yang perlu diperhatikan dalam setiap perjalanan adalah keberadaan 

penumpang ilegal dapat mengancam keselamatan perjalanan jika jumlah 

penumpang melebihi kapasitas kapal. Menentukan kelayakan pelayaran baik 

dari segi fasilitas berupa kapal maupun infrastruktur sebagai sumber daya 

manusia terkait. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, 

pelayanan, kapasitas sarana dan prasarana, serta tingkat keamanan dipastikan 

menjadi prioritas utama untuk menjadikan pelabuhan sebagai pelabuhan 

unggulan, baik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun 

pelabuhan. pengelola harus dapat mengoptimalkan kinerja gerbang. 

Berdasarkan pasal 38 undang-undang nomor. 17 Tahun 2008 tentang 

Kelautan, Perusahaan Angkutan wajib mengangkut penumpang dan/atau 

barang, khususnya angkutan pos, sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak 

pengangkutan. Menurut pasal 38 ayat 2, penumpang ilegal adalah 

penumpang tanpa bukti yang sah yang dapat digunakan sebagai petunjuk 

bahwa kehadirannya di kapal adalah sah. Untuk semua alat angkut, 

khususnya kapal, penumpang harus dapat membuktikan keberadaannya 

secara hukum, tidak hanya untuk memastikan bahwa namanya tercantum 

dalam manifes melakukan perjalanan, tetapi juga dalam manifes sebagai 

dasar untuk lindung nilai dan asuransi. akan dilakukan oleh ASDP sendiri. 

Itu dasarnya penumpang ilegal akan sangat mempengaruhi keselamatan 

pelayaran karena setiap pelayaran memiliki kapasitas penumpang dalam 

jumlah tertentu, sehingga bila jumlah atau bobot penumpang di luar 

kapasitas yang semestinya maka akan mempengaruhi keselamatan pelayaran 

karena keberadaan penumpang telah di luar batas maksimum yang 

ditentukan. Kehadiran penumpang ilegal yang tidak terdaftar namanya dalam 

data manifest mengakibatkan tidak ditanggung segala risiko yang terjadi 
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terhadapnya oleh perusahaan asuransi, sehingga kehadiran secara yuridis 

formal tidak terproteksi bahkan kehadirannya secara langsung telah 

mengancam keselamatan pelayaran dan juga penumpang resmi (legal 

memakai jasa suatu kapal). Oleh sebab itu, keberadaan penumpang ilegal ini 

tidak hanya merugikan perusahaan bahkan telah mengancam jiwa 

penumpang lain yang secara resmi telah membayar biaya yang ditetapkan, 

selain itu kehadiran penumpang ilegal ini tergolong mendhalimi penumpang 

legal yang dilindungi keberadaannya oleh hukum. Berdasarkan pengamatan 

dan juga interview dengan awak kapal bahwa dalam setiap pelayaran di 

Pelabuhan Ulee Lheue dan Pelabuhan Balohan pada kapal fery (kapal 

lambat) sering ditemui keberadaan penumpang ilegal yang diistilahkan 

dengan penumpang gelap, karena keberadaannya dalam setiap pelayaran 

secara ilegal dan tidak terdaftar dalam manifest namun pihak stakeholder 

enggan mengusik keberadaan mereka. Keberadaan penumpang ilegal ini 

biasanya mereka memiliki kenalan dengan awak kapal atau biasa disebut 

orang dalam yang memiliki kekuasaan, meskipun tidak memiliki 

kelengkapan bukti tentang keberadaannya berupa tiket tetap dengan leluasa 

menggunakan semua fasilitas yang ada dalam kapal. Selain penumpang 

ilegal tanpa tiket, ternyata dalam perjalanan dari pelabuhan Ulee Lheue – 

Balohan dan sebaliknya, ada juga penumpang yang memperoleh tiket kereta 

api dari tempat ilegal yaitu tidak di titik tiket utama. Ulee. Pelabuhan Leue. 

Sebagian penumpang ilegal ini membeli tiket kereta api melalui calo, yaitu 

pihak tidak resmi yang menjual tiket kereta api dengan harga loket resmi. 

Penumpang yang membeli tiket dari calo ini tidak terdaftar dalam pernyataan 

resmi yang disiapkan oleh pengelola pelabuhan sebagai dokumen resmi 

perjalanan. telah ditetapkan sebagai keamanan maritim, terutama pada 

waktu-waktu tertentu yang sangat tinggi. Kasus kecelakaan disebab 

kelebihan kapasitas kapal ini pernah terjadi di Aceh yaitu peristiwa hanyutya 
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Kapal Gurita di tanggal 19 Januari 1996 yang telah memakan ratusan nyawa 

dan menimbulkan dampak kerugian baik secara moril dan materil terhadap 

masyarakat Aceh dan perusahaan PELNI (Pelayaran Nasional Indonesia).1 

Oleh sebab itu agar memudahkan masyarakat dalam melakukan 

penyeberangan pelabuhan Ulee Lheue, maka pengelola kapal memberikan 

fasilitas berupa sewa manfaat dalam bentuk jasa angkutan penumpang. 

Seperti penjelasan diatas, sewa manfaat ini dilakukan secara tertulis berupa 

karcis atau tiket masuk dalam kapal sehingga hal ini dikatakan sebagai 

bentuk perjanjian sewa manfaat dari fasilitas kapal. Islam juga menjelaskan 

perjanjian yang didasarkan pada pemanfaatan suatu benda, asalkan benda 

yang diambil tidak dikurangi secara materil, hal itu disebut ijarah. Dengan 

kata lain, ijarah berarti akad pembagian uang untuk pemindahan hak guna 

(manfaat) atas harta benda untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran 

sewa (ujrah), antara perusahaan keuangan sebagai lessor (mu'jir) dan 

penyewa. (musta'jir) tanpa diikuti dengan tugas. kepemilikan objek.2 

Secara konseptual, fiqh dan fuqaha masuk akal hukum, salah satunya 

adalah akad transaksi ijarah. Para fuqaha setuju bahwa ijarah adalah akad 

yang disahkan oleh syara', kecuali untuk beberapa ulama, seperti Abu Bakar 

Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani dan 

Ibnu Kisan, mereka tidak membolehkan ijarah karena ijarah adalah jual beli 

untung, sedangkan untung pada saat itu kontrak tidak dapat dilepaskan. 

Selama waktu ini, barang yang tidak tersedia pada saat kontrak tidak dapat 

ditukar.3 Namun pendapat ini telah dibantah oleh Ibnu Rusyd, bahwa 

meskipun pada saat akad tidak ada manfaat, keajaiban (manfaat) akan 

 
1 Ibid. 
2 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syari’ah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2015), hlm. 94 
3 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh, Juz 4, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 

cet III, 1989), hlm. 730. 
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terwujud, dan ini adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan dan ditimbang, 

prompt syara'.4 

Dilihat dari Ihara melalui objeknya, variabel yang ingin penulis 

selidiki dari perspektif ijarah almanafi dapat dibagi menjadi dua bagian: 

Ihara ala al Amal dan Ijarah ala al manafi. `, Risalah ini hanya berfokus 

pada ijarah`alamafi`. Dalam khazanah ekonomi Islam, penggunaan barang 

sewa disebut ijârah`ala al-manâfi`. Dengan kata lain, itu adalah akad yang 

mengalihkan hak untuk menggunakan produk tanpa mengalihkan 

kepemilikan berikutnya (kepemilikan/milkiyyah) atas produk tersebut. diri.5 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa piagam yang ditandatangani 

oleh para pihak dalam piagam angkutan laut secara teoritis merupakan 

bentuk pelaksanaan akad 'ala al-man'fi' ijârah. Oleh karena itu, keamanan, 

baik dari segi muatan maupun keselamatan, sepenuhnya ditanggung oleh 

kapal. Berbagai risiko yang muncul tidak dapat dihindari tetapi dapat 

diprediksi, termasuk membantu dalam penilaian risiko atau memperhatikan 

risiko yang mungkin timbul di sepanjang jalan, baik itu risiko kesalahan, 

buatan manusia, alam atau teknis, seperti kebocoran kapal yang 

menyebabkan air laut. untuk memasuki laut. kapal, badai laut besar, dan 

sebagainya. Oleh karena itu, kapal menyediakan perlengkapan keselamatan 

seperti jaket pelampung dan juga selalu mengecek kondisi kapal sebelum 

meninggalkan tempat berlabuh.6 

Berdasarkan observasi awal dipelabuhan Ulee Lheue, sistem 

pengawasan bagi penumpang yang ingin berlayar dengan kapal cepat yaitu 

 
4 Muhammad ibnu Rusyd Al-Qurthubi, Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah 

AlMuqhtashid, Juz 2, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 166. 
5 Al-Hajjir, “Pertanggungan Risiko Pada Rental IMG Banda Aceh Antara Pihak 

Ren Car Dengan Penyewa Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa’ah”, Skripsi, (Banda 

Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2018), hlm. 1 
6 Hasil wawancara dengan Putra, salah satu pegawai Dishub Pada tanggal 7 Juni Di 

Di pelabuhan Ulhee Lheue Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh. 
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menggunakan scan barcode sedangkan dengan feri masih dilakukan secara 

manual yaitu dengan pengecekan tiket (karcis) sehingga potensi untuk 

masuknya penumpang illegal sangatlah besar. Keselamatan penumpang 

kapal menjadi terancam dengan adanya penumpang ilegal pada saat 

pelayaran, Pasalnya, pihak pengelola tidak mengetahui secara pasti jumlah 

penumpang secara lengkap karena tidak dicantumkan dalam data manifes 

yang menjadi berita acara resmi jumlah penumpang di atas kapal termasuk 

kargo lainnya seperti kendaraan kendaraan bermotor dan barang lainnya. 

Mengangkut penumpang tanpa dokumen secara ilegal dapat mempengaruhi 

muatan umum kapal, sehingga jika kapal melebihi kapasitas, dalam cuaca 

buruk akan sulit untuk mengatasi kelebihan muatan.  

Berdasarkan alasan di atas, penulis ingin mempelajari dan 

memperdalam masalah ini dalam sebuah tulisan ilmiah dengan judul 

“Pemahaman Konsumen Kapal Tentang Risiko Penumpang Kapal Feri Ilegal 

Dalam Perspektif Akad Ijārah ‘Ala Manāfi’” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penulis 

dapat merumuskan beberapa permasalahan dalam rumusan masalah antara 

lain: 

1. Mengapa sebagian penumpang kapal masih melakukan upaya 

menjadi penumpang illegal dalam pelayaran di Pelabuhan Ulee 

Lheue?  

2. Bagaimana pemahaman penumpang kapal tentang risiko yang 

dihadapinya dalam pelayaran dan sistem proteksi yang diberikan 

pemerintah? 
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3. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap musibah bagi penumpang 

kapal feri ilegal dipelabuhan Ulee Lheue dalam perspektif akad 

ijārah ‘ala manāfi’? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini: 

1. Untuk mengetahui alasan sebagian penumpang kapal masih 

melakukan upaya menjadi penumpang illegal dalam pelayaran di 

Pelabuhan Ulee Lheue  

2. Untuk mengetahui pemahaman penumpang kapal tentang risiko yang 

dihadapinya dalam pelayaran dan sistem proteksi yang diberikan 

pemerintah 

3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap musibah bagi 

penumpang kapal feri ilegal dipelabuhan Ulee Lheue dalam 

perspektif akad ijārah ‘ala manāfi’? 

D. Penjelasan Istilah 

Untuk memudahkan memahami isi penelitian ini, Pertama, penulis 

akan menjelaskan beberapa istilah penting yang terdapat dalam judul skripsi 

ini, agar definisinya jelas dan dapat menghindarkan pembaca dari salah 

paham terhadap maksud dari judul skripsi ini. Istilah-istilah yang akan 

dijelaskan adalah:  

1. Pemahaman Konsumen Kapal 

Pemahaman berasal dari kata paham, menurut kamus besar bahasa 

Indonesia (KBBI) mempunyai arti faham, mengerti, maklum, mengetahui.7 

Sedangkan pengertian menurut Anas Sudjono adalah kemampuan seseorang 

 
7   https://kbbi.web.id/ diakses Pada tanggal 7 juli 2022, 11:16 WIB 

https://kbbi.web.id/


8 
 

  

untuk memahami atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan 

diingat. Dengan kata lain, pemahaman adalah tingkat kemampuan berpikir 

yang lebih tinggi daripada kemampuan mengingat dan mengingat.8  

Sedangkan Pengertian Konsumen menurut Undang-undang No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2) yakni: 

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendir, keluarga, orang lain, maupun 

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.9. 

Adapun makna pemahamam konsumen dalam penelitian ini adalah 

kemampuan pengguna/ penyewa kapal untuk memahami risiko dari 

penumpang illegal kapal feri pelabuhan Ulee Lheue . 

2. Penumpang Ilegal 

Penumpang ilegal terdiri dari dua kata, yaitu penumpang dan ilegal. 

Penumpang adalah orang yang melakukan perjalanan atau konsumen kapal, 

perahu, dll.10 Istilah lain Penumpang adalah orang yang hanya melakukan 

perjalanan, baik pesawat udara, kereta api, bus, kapal laut, atau alat 

transportasi lainnya, tetapi tidak diklasifikasikan sebagai operator atau 

organisasi transportasi.11  

Ilegal dalam kamus hukum diartikan sebagai tidak sah, tidak 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau bertentangan 

dengan hukum. Padahal dalam buku-buku hukum kapitalis, ilegalitas adalah 

pelanggaran hukum. Makna penumpang ilegal yang penulis maksudkan 

dalam variabel penelitian ini adalah seorang penumpang yang turun tanpa 

tiket resmi yang dikeluarkan oleh pengelola pelabuhan sebagai bukti 

 
8 Anas Sudjono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Pesada, 1996). hlm.50 
9 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
10  https://kbbi.web.id/ diakses Pada tanggal 2 juni 2022, 11:30 WIB. 
11 Sudarsono, Kamus Hukum Edisi Baru, Cet. 4, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 

hlm. 178. 

https://kbbi.web.id/
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pembayaran yang sah untuk setiap penumpang yang akan menggunakan 

kapal. 

 

3. Kapal Feri 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang 

Angkutan di perairan, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis 

apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, termasuk 

kendaraan berdaya dukung dinamis12. Sedangkan menurut KBBI (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia), penyeberangan adalah kapal yang berfungsi 

sebagai sarana untuk melintasi pulau-pulau secara teratur.13 

Berdasalkan uraian diatas kapal feri adalah alat transportasi yang 

digunakan di air yang mengangkut penumpang atau barang yang melayani 

rute antar pulau. 

4. Ijarah ‘Ala Al-Manafi’ 

Tergantung pada bahasanya, Ijarah berasal dari kata al-ajru. Ini berarti 

aliwadu (perubahan), maka ath-thawab atau (hadiah) ajru (hadiah). 

Pengucapan bahasa Arab al-ijarah berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-

ijarah merupakan salah satu bentuk muamara untuk memenuhi kebutuhan 

hidup manusia sebagai berikut: Penyewaan, pekerjaan dan penjualan jasa 

hotel..14 Ijarah `ala al-manafi` adalah bagian dari akad Ijarah yang dilegalkan 

dengan sumber hukum Syara. Kata ijārah`alamanafi` dibagi menjadi dua 

kombinasi kata, ijarah dan al-manafi`. Kata Ihara berasal dari kata Al Ajur. 

Ini berarti al-Iwad, atau kompensasi. Di sisi lain, menurut syara`, "al-ajru" 

adalah entitas kontrak yang menerima keuntungan sebagai alternatif. 15 

 
12 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan. 
13 https://kbbi.web.id/ diakses Pada tanggal 2 juni 2022, 16:24 WIB 
14 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 228 
15 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bandung: AlMa’arif, 1997), hlm. 15. 

https://kbbi.web.id/
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Akad ijārah ‘ala manāfi’adalah sewa menyewa yang bersifat manfaat 

dalam masa penyewaan terhadap sesuatu barang yang dibolehkan syara’ 

untuk dipergunakan, contohnya adalah sewa-menyewa rumah, sewa 

menyewa toko, sewa-menyewa kendaraan, sewa menyewa pakaian, sewa 

menyewa perhiasan dan lain-lain.16 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan salah satu bagian terpenting dari suatu 

penelitian, ia berfungsi untuk menjelaskan dan kedudukan atau posisi 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, kajian pustaka tujuannya adalah 

untuk mempertahankan subjek yang diteliti dalam penelitian yang sudah 

dilakukan agar penelitian tersebut tidak terulang kembali. Penelitian ini 

membahas tentang “Pemahaman Konsumen Kapal Tentang Risiko 

Penumpang Kapal Feri Ilegal dalam Perspektif Akad Ijārah ‘Ala Manāfi’ “, 

berdasarkan pendapat penulis sebelumnya, sangat jarang penelitian yang 

dikhususkan untuk  penumpang kapal feri yang illegal terutama terkait 

pemahaman konsumen kapal feri terhadap risiko yang dihadapi oleh 

penumpang ilegal. Skripsi tentang transportasi laut banyak diteliti namun 

disetiap penelitian tentunya memiliki pembahasan yang berbeda-beda. 

Penelitian ini, penulis mengkhususkan variabel pada Pemahaman Konsumen 

Kapal Tentang Risiko Penumpang Kapal Feri Ilegal dalam Perspektif Akad 

Ijārah ‘Ala Manāfi’ pada pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh pada cirinya, 

operasionaludan objektivitasnyauberbeda dengan penelitian yang lain. 

Haluiniuterlihatuoleh kajianupustakauyanguakanupenulisutulis. 

Penelitianuterdahulu membahas tentang “Perlindungan Hukum 

Terhadap Penumpang Dalam Pengangkutan Kapal Penyeberangan di 

Kawasan Medan Belawan (Studi Pada Kantor PT Pelni)” yang ditulis oleh 
 

16 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 

hlm.412. 
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Lili Wahyuni pada tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 

bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pada kapal 

penyeberangan di kawasan Medan Belawan. Penelitian ini menjelaskan 

tentang bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan laut 

Pemilik kapal harus bertanggung jawab penuh untuk memenuhi semua tugas 

selama pelayaran, termasuk keselamatan penumpang dan kondisi barang. 

Semua ini menjadi tanggung jawab pemilik kapal sebagai penyedia jasa 

transportasi. Seluruh konsumen/penumpang kapal yang menggunakan 

pelayaran laut harus mendapat perlindungan hukum secara penuh, baik dari 

segi keselamatan penumpang itu sendiri maupun barang bawaannya. Pemilik 

kapal harus bertanggung jawab atas hak-hak penumpang. Tanggung jawab 

ini dapat berupa kompensasi atau hukuman.17 

 KemudianuskripsiuyanguditulisuolehuNazurauyanguberjudul  

“Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Penumpang Kapal Laut 

KM. Jelatik Ekspress Oleh PT.Rezeki Arung Samudra Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pada pelabuhan SEI. 

Duku di Pekanbaru” diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2014. 

Penelitian ini bertujuan unutuk mengetahui proses terjadi adanya 

pemumpang illegal pada pengangkutan di pelabuhan Ulee Lheue dan faktor-

faktor penyebabnya. Untuk mengetahui faktor-faktor maraknya praktek 

penumpang illegal dan apakah yang menjadi kendala responsibilitas 

manajemen pelabuhan Ulee Lheue dalam memproteksi penumpang gelap 

 
17 Lili Wahyuni, “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Dalam 

Pengangkutan Kapal Penyeberangan Di Kawasan Medan Belawan (Studi Pada Kantor PT 

Pelni)”, Skripsi, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017) 
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tersebut. Dan untuk mengetahui responsibilitas manajamen pelabuhan Ulee 

Lheu terhadap penumpang illegal menurut konsep Sadd Az-Zari’ah.18 

Kemudianupenelitianudalamujurnaluyanguditulis oleh Nugraha yang 

berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Tanpa Tiket (Illegal) 

Dalam Pengangkutan Darat di Indonesia” diterbitkan oleh bagian Hukum 

Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana. Pemilik kapal harus 

bertanggung jawab penuh untuk memenuhi semua tugas selama pelayaran, 

termasuk keselamatan penumpang dan kondisi barang. Semua ini menjadi 

tanggung jawab pemilik kapal sebagai penyedia jasa transportasi. Seluruh 

konsumen/penumpang kapal yang menggunakan pelayaran laut harus 

mendapat perlindungan hukum secara penuh, baik dari segi keselamatan 

penumpang itu sendiri maupun barang bawaannya. Pemilik kapal harus 

bertanggung jawab atas hak-hak penumpang. Tanggung jawab ini dapat 

berupa kompensasi atau hukuman.19 

Kemudian penelitian dalam skripsi yang ditulis oleh Zaizil Ihza 

Mahendra “Sistem Defensif Terhadap Keberadaan Penumpang Ilegal Untuk 

Keselamatan Pelayaran Dalam Perspektif UUNo. 17 Tahun 2008 Dan Sadd 

Al-Dzari’ah” tahun 2020, tujuan dari penelitian ini adalah untuk ute Ulee 

Lheue-Balohan Daftar manifes pemeriksaan penumpang yang dilakukan 

oleh Otoritas Pelabuhan Ulee Lheue pada setiap log pengangkutan dan 

perlindungan penumpang ilegal untuk menemukan risiko yang ditimbulkan 

oleh keberadaan penumpang ilegal. Menurut UU No. 17 Tahun 2008 dan 

Sadd Al-Dzari'ah, mengidentifikasi upaya pemangku kepentingan di 

 
18 Salsya Amalia, “Responsibilitas Manajemen Pelabuhan Ulee Lheu Dalam 

Memproteksi Pengangkutan Penumpang Ilegal Menurut Konsep Sadd Az-Zari’ah” Skripsi, 

(Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda 

Aceh, 2021).  
19 Nugraha, I. W., & Martana, N. A. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap 

Penumpang Tanpa Tiket (Illegal) Dalam Pengangkutan Darat Di Indonesia. Kertha 

Semaya: Journal Ilmu Hukum. 
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Pelabuhan Ulee Lheue untuk mencegah kehadiran penumpang ilegal di 

setiap perjalanan.20 

Mengacu kepadaubeberapaureferensiuyangutelahupenulis sebutkan 

diatas, bahwa terdapat kedekatan substansi isi dengan penelitian ini, tetapi 

berbeda dengan apa yang peneliti tulis. Letak perbedaannya adalah penulis 

menitikberatkan pada bagaimana pemahaman konsumen kapal terhadap 

resiko penumpang illegal yang dapat membahayakan pelayaran Banda Aceh 

– Sabang. Disamping itu juga perbedaan yang lain adalah peneliti meneliti 

yang berkaitan tentang akad ijārah ‘ala manāfi’. 

F. Metodologi Penelitian 

Penelitian ilmiah yaitu aktivitas yang dilakukan berdasarkan Realitas 

didukung oleh data dan fakta serta ilmu yang mendasarinya. Metode 

penelitian ini membutuhkan data yang lengkap dan objektif yang dapat 

dijelaskan dengan menggunakan metode penelitian yang benar dalam 

mengumpulkan dan menganalisis data yang menentukan tujuan dan arah 

penulisan disiplin ini. Data yang dihasilkan dari metode penelitian 

membantu untuk membuat risalah ilmiah yang dapat dipahami oleh 

peneliti.21  

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah pendekatan kualitatif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-

 
20 Zaizil Ihza Mahendra “Sistem Defensif Terhadap Keberadaan Penumpang Ilegal 

Untuk Keselamatan Pelayaran Dalam Perspektif UUNo. 17 Tahun 2008 Dan Sadd Al-

Dzari’ah” Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry Banda Aceh, 2021).  
21 Muhammad Teguh, Metode Penelitian Ekonomi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2005), hlm. 7. 
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lain secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah. Pendekatan penelitian ini dimaksudkan untuk  

menjelaskan seperti apa ketentuan hukum bagi penumpang ilegal yang 

dapat membahayakan pelayaran serta bagaimana hukum mengatur 

pertanggungjawaban penumpang kapal feri illegal dan perspektifnya dalam 

akad ijârah `ala manâfi`. 

2. JenisuPenelitian  

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif, dan ada dua cara untuk menganalisis dan memecahkan 

masalah saat ini dan masa depan berdasarkan deskripsi fenomena yang 

muncul, dilihat, dan didengar dari temuan, berupa data-data terkait diskusi 

dan buku.22
 

Dengan jenis penelitian ini, penulis mencoba menganalisis bagaimana 

pemahaman konsumen kapal feri terhadap resiko penumpang illegal 

terhadap risiko keselamatan dalamupelayaranukapal jaluruUlee Lheue – 

Balohan, userta upayauyangudilakukanuoleh pihak kapal untuk menjaga 

ketertiban keamanan penumpang dalam setiap pelayaran serta 

pertanggungjawaban bagi penumpang kapal feri illegal menurut akad ijârah 

`ala manâfi`. Datauyangutelahudianalisisutersebutudideskripsikan 

menjadiusebuah laporanupenelitian yangujelas danuutuh. 

3. Lokasiudanuwaktu Penelitian  

Lokasi penelitianuadalah suatu tempatuyang inginuditeliti penulis 

untuk memperoleh data yang diperlukan dalamupenulisan karyauilmiah ini. 

Penelitian iniudilaksanakan di WilayahuPelabuhan Ulee Lheue kecamatan 

 
22 Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 

63. 
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Meuraxa. Alasan penulis memilih lokasi di Pelabuhan Ulee Lheue karena 

terdapat salah satu pelabuhan penyeberangan di kota Banda Aceh. 

 

4. TeknikuPengumpulanuData 

Teknik pengumpulan data mempakan prosedur untuk memperoleh data 

yang diperlukan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk 

digunakan. Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka 

penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara 

(interview) dan observasi. 

a) Wawancara (interview) 

Dalam penelitian ini, Penulis mengambil teknik pengumpulan 

data dengan wawancara agar data yang diperoleh lebih kongkrit, 

wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh 

keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan 

dengan masalah peneliti melalui tanya jawab sambil bertatap muka 

yang dilakukan oleh dua orang pihak antara pewawancara dengan 

yang diwawancarai23
 Teknik pengumpulan data melalui wawancara 

dapat juga dilakukan secara tidak langsung seperti memberi daftar 

pertanyaan untuk dijawab di kesempatan lain. Penulis melakukan 

Wawancara secara langsung, yaitu wawancara yang dilakukan 

penulis terhadap penumpang yang sedang menunggu keberangkatan 

kapal feri, penumpang yang pernah menaiki kapal feri, pihak petugas 

kapal feri, dan pihak ASDP dengan cara mendatangi langsung tempat 

penelitian tersebut dengan demikian sang penulis dapat menanyakan 

langsung hal-hal yang berkaitan yang akan diteliti lebih detail dan 

bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak.Total narasumber 

yang diwawancara yaitu 30 orang di antaranya 18 konsumen kapal 

 
23 Marzuki Abu Bakar, Metodologi Penelitian, (Banda Aceh: tnp, 2013), hlm.57. 
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feri, 3 orang petugas UPTD pelabuhan kapal feri Ulee Lheue dan 2 

orang dari pihak ASDP dan 7 orang narasumber informal. 

b) Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pengawasan yang dilakukan 

secara seksama dan sistematis atau proses pencatatan pola perilaku 

subyek, objek, atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan 

atau komunikasi dengan individu individu yang diteliti. Adapun jenis 

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi 

nonparticipant, yaitu observer tidak terlibat dalam kegiatan atau 

peristiwa yang dilakukan oleh orang yang diobservasi atau objek 

Observasi. hanya saja peneliti melakukan pengamatan terhadap 

kebenaran data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak 

petugas pelabuhan Ulhee Lheue dan penumpang kapal feri. 

5. Instrumen Pengumpulan Data  

Instrument pengumpulan data merupakan alat untuk mendapatkan 

data empiris secara efektif dan efisien.24 Instrument pengumpulan data 

dilakukan dengan berbagai cara diantarnya dengan cara wawancara, 

menggunakan Handphone, alat tulis, kertas dan perekam suara untuk 

mencatat dan merekam hasil wawancara dengan para informan serta data 

keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan. 

6. Langkah-langkah Analisis Data  

. Setelah peneliti mengumpulkan data penelitian, langkah-langkahnya 

Hal selanjutnya yang dapat peneliti lakukan adalah mencari cara bagaimana 

menganalisis data yang dihasilkan. Langkah-langkah yang penulis lakukan 

dalam artikel ini dimulai dengan menjelaskan dasar permasalahan atau 

 
24 Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta: UII Press, 

2005), hlm. 141. 



17 
 

  

konteks awal dalam kaitannya dengan pemahaman konsumen kapal terhadap 

risiko penumpang feri ilegal dalam akad 'Ala Manāfi' Ijārah. Selanjutnya, 

mengidentifikasi topik dan tujuan pembahasan, kemudian mengidentifikasi 

metodologi penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, alat 

penelitian, dan langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. 

G. SistematikauPenulisan 

Untuk memudahkan pemahaman, artikel ini akan menjelaskan Secara 

kolektif dan sistematis, item-item tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi pokok permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kepentingan penelitian, metode 

penelitian (termasuk pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber, dll) 

data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, analisis data 

teknik) dan sistematisasi tulisan. 

Bab dua merupakan pembahasan teoritis yang menjelaskan konsep 

akad ijārah ‘ala manāfi’ dalam fiqh muamalah. Dalam bab ini juga 

dipaparkan tentangupengertian danudasar hukumuijarah ala al-manafi’, 

rukun dan syarat syarat ijârah `ala al-manâfi`,uPendapat Fuqaha tentang 

akaduijārah ‘ala manāfi’, bentuk-bentuk penggunaan akad ijārah ‘ala 

manāfi’, dan konsekuensi penggunaan akad ijārah ‘ala manāfi’ terhadap 

para pihak. 

Babutigaupenulisuakanumenguraikanuhasilupenelitianutentangupemah

aman masyarakat pengguna jasa kapal di pelabuhan Ulee Lheue tentang 

penumpang ilegal dan konsekuensinya, dengan meliputiuidentifikasi 

penumpang kapal ilegal dalam pelayaran di pelabuhan Ulee Lheue, 

pemahaman penumpang kapal tentang risiko yang dihadapinya dalam 

pelayaran dan sistem proteksi yang diberikan pemerintah, dan 
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pertanggungjawaban terhadap musibah bagi penumpang kapal  feri ilegal 

dipelabuhan Ulee Lheue dalam perspektif akad ijārah ‘ala manāfi’. 

Bab merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan penelitian, 

termasuk semua pembahasan dan kesimpulan dari masalah serta saran yang 

berkaitan dengan masalah yang dibahas.
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BAB.DUA 

KONSEP AKAD IJĀRAH ‘ALA MANĀFI’ DALAM FIQH 

MUAMALAH 

A. Pengertian Akad Ijārah ‘Ala Manāfi’ 

Ijarah secara bahasa berarti “upah” dan “memberi pekerjaan” yang 

diberikanukepadauseseoranguyangutelahumelakukanupekerjaanusebagaiubal

asan atas pekerjaannya. Kemudian kata ini dikenal sebagai istilah suatu akad. 

MenurutuSayyiduSabiq, ijarah merupakan salah satu akaduyang 

dapatumengambil manfaat dengan jalanupenggantian.1 Menurut syara` ijarah 

merupakan suatu akad yang memberikan suatu manfaat berkompensasi 

dengan syarat-syarat tertentu. Ulama Hanafi mendefinisikan Ihara sebagai 

kontrak yang mencakup kepemilikan kepentingan tertentu dari suatu objek 

dengan imbalan sejumlah pembayaran yang disepakati.2 

Berdasarkan definisiudi atas dapat diartikan bahwa sewa menyewa itu 

merupakan pengambilan manfaat sesuatu benda, maka dari itu kadar dari 

benda yang disewa Mungkin tidak ada yang kurang, yaitu hanya terjadinya 

peristiwa persewaan, kegunaan benda yang disewa seperti mobil dan rumah, 

dan kegunaan pekerjaan seperti alat musik. Bahkan merupakan bentuk 

pekerjaan pribadi layaknya seorang pekerja.3  

Di sisi lain, menurut mayoritas ahli hukum Islam, ini berarti bahwa 

ihara adalah menjual keuntungan, dan itu adalah keuntungan, bukan tujuan, 

yang dapat dipinjam. Yang lain menafsirkan Ihara sebagai jasa jual beli 

(upah), yang merupakan utilitas tenaga kerja manusia, sementara yang lain 

 
1 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid 3, (Bandung: Al-Ma`arif, 1997), hlm. 15. 
2 Helmi Karim, Fiqh Mu`amalah, (Bandung: Al-Ma`arif,1997), hlm. 73. 
3 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, 

(Jakarta : Rajawali Pers, 2010) hlm.52. 
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menerjemahkan sewa, utilitas barang. Oleh karena itu, dalam hal ini Ijarah 

dibagi menjadi dua bagian. Yaitu, Ijarah untuk jasa dan Ijarah untuk benda.  

Ijārah'alamafi' jika diartikan secara keseluruhan adalah pemakai sewa 

yang mengalihkan hasil (keuntungan) barang dan jasa melalui pembayaran 

sewa/upah dan kemudian tanpa mengalihkan kepemilikan barang. Misalnya, 

leasing pengiriman laut. Dari beberapa definisi di atas, Ijarah'ala 

Manafi'adalah akad yang dibuat oleh satu orang atau lebih untuk 

menggunakan atau menggunakan sesuatu yang melibatkan pertukaran atau 

pembayaran sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu.4 Jadi, dari 

beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukar 

sesuatu dengan ada imbalannya atau didefinisikan pula sebagai menjual 

manfaat dan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan dalam 

waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. 

Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), Ijarah diartikan sebagai 

akad pemindahan hak unjuk (hak pakai) atas suatu barang atau jasa dalam 

waktu dan jangka waktu tertentu tanpa membayar sewa atau upah. Ikuti 

transfer kepemilikan ke produk itu sendiri.5 

Menurut fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan 

mengenai ketentuan ijarah sebagai berikut.6 

a. Tujuan ijarah adalah kemaslahatan menggunakan barang dan jasa.  

b. Barang atau jasa harus bernilai dan dapat ditegakkan secara 

kontraktual.  

 

4 Ibnu Qudamah, Al-Mughniy, Jilid V, (ter. Amir Hamzah), (Bandung: Toha Putra), 

hlm.399 
5 Adiwarman A, Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2007), hlm.86 
6 Fatwa DSN NO.O9/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam 

Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 

2001,hlm. 3. 
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c. Penggunaan barang atau jasa harus legal (tidak dilarang). Jadi 

kemampuan untuk menghasilkan keuntungan harus asli dan sesuai 

dengan Syariah.  

d. Kegunaan suatu produk atau layanan perlu diidentifikasi secara 

khusus dengan cara menghilangkan ambiguitas yang mengarah pada 

konflik.  

e. Spesifikasi kinerja harus dinyatakan dengan jelas, termasuk kerangka 

waktu. Juga dikenal sebagai spesifikasi atau identifikasi fisik.  

f. Sewa atau upah disepakati dalam kontrak dan harus dibayarkan oleh 

penyewa/pengguna jasa kepada pemilik/penyedia jasa sebagai 

pembayaran atas jasa atau jasa tersebut.  

g. Sewa dan upah dapat dibayar dalam bentuk jenis layanan yang sama 

(layanan lain) sebagai kontrak. Saya. Fleksibilitas dalam menetapkan 

sewa dan upah dapat ditentukan dari segi waktu, tempat dan jarak. 

B. Dasar Hukum AkaduIjārah ‘AlauManāfi’ 

Dasar hukum akad ihara ini adalah diperbolehkan untuk melaksanakan 

akad ihara untuk kepentingan yang diperbolehkan dan tidak mungkin untuk 

melaksanakan akad ihara untuk kepentingan yang dilarang karena 

kepentingan yang dilarang, artinya tidak diperbolehkan. Sebagai mayat dan 

darah. Hal ini didasarkan pada konsensus ilmiah. Alasan paling umum bagi 

para ulama untuk mengizinkan Ihara adalah:  

1. Dalil Al-Quran 

a. Surah At-Talaq ayat 6 

Dasaruhukum dalamuAl-Quranuyang menerangkanutentang 

ijarahuterdapat dalam suratuAt-Talaq (65) ayat 6u, Allah swt. berfirman:  
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لََٰتَّ كُن َّ وَإِن عَلَيْهِن َّ لتُِضَيِ قُوا َّ تُضَآرُّوهُن َّ وَلََّ وُجْدكُِمَّْ مِ ن سَكَنتُم حَيْثَّ مِنَّْ أَسْكِنُوهُن َّ  أُو 
 ـاَتُوهُن َّ لَكُمَّْ أَرْضَعْنَّ فإَِنَّْ حََْلَهُن َّ يَضَعْنَّ حَتّ ََّٰ عَلَيْهِن َّ فأَنَفِقُوا َّ حََْل َّ َّ أُجُورهَُن َّ فَ

نَكُم وَأْتََِرُوا   بَـيـْ
 أُخْرَىََّٰ لَهُۥَّٓ فَسَتُُْضِعَُّ تَـعَاسَرْتَُّْ وَإِن بِعَْرُوف َّ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. 

Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talaq) itu sedang 

hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga 

mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-

anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; 

dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), 

dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka 

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. 

(QS. At-Talaq : 6).7 

 

b. Surah Al-Baqarah ayat 233 

تَّ لِدََٰ  ٱلْمَوْلُودَّ وَعَلَى ٱلر ضَاعَةََّ يتُِم َّ أَن أَراَدََّ لِمَنَّْ كَامِلَيَّْ حَوْلَيَّْ أَوْلََٰدَهُن َّ يُـرْضِعْنَّ وَٱلْوََٰ
َّ تُضَآر َّ لََّ وُسْعَهَا إِل َّ نَـفْس َّ تُكَل فَّ لََّ بٱِلْمَعْرُوفَّ وكَِسْوَتُُنُ َّ رِزْقُـهُن َّ لَهّۥَُ

 
لِدَة   وَلََّ بِوَلَدِهَا وََٰ

هُمَا تَـرَاض َّ عَن فِصَالًَّ أَراَدَا فإَِنَّْ  ذََٰلِك مِثْلَُّ ٱلْوَارِثَّ وَعَلَى بِوَلَدِهَِّ ل هّۥَُ مَوْلُود َّ  وَتَشَاوُر َّ مِ نـْ
 سَل مْتُم إِذَا   عَلَيْكُمَّْ جُنَاحَّ   فَلََّ أَوْلََٰدكَُمَّْ  تَسْتَُْضِعُوٓا َّ أَن أَرَدتَُّّْ وَإِنَّْ عَلَيْهِمَا جُنَاحَّ فَلََّ

تُم م آَّ  بَصِي َّ تَـعْمَلُونَّ بِاَ ٱللّ ََّ أَن َّ  وَٱعْلَمُوٓا َّ  ٱللّ ََّ وَٱت ـقُوا َّ  بٱِلْمَعْرُوفَّ   ءَاتَـيـْ
Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua  

tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

pernyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan 

pakaianukepada para ibu dengan cara yanguma'ruf. 

Seseorangutidak dibebaniumelainkan menurutukadar 

kesanggupannya. uJanganlah seoranguinu menderita 

kesengsaraanukarena anaknyaudan seoranguayahukarena 

anaknya, danuwarispun berkewajiban demikian. Apabila 

keduanya inginumenyapih (sebelumudua tahun) dengan 

kerelaan keduanya, umaka tidak ada dosauatas keduanya. 

Danujika kamuuingin anakmu disusukanuoleh orangulain, 

 
7 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: Al Huda, 2002), 

Juz 28, hlm. 560 
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maka tidak adaudosa bagimu bila kamuumemberikan 

pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada 

Allah danuketahuilah bahwauAllah Maha Melihat apa yang 

kamuukerjakan. (QS.Al-Baqarah : 233) 

c. Al-Qashash: 26  

Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Qashash uayatu26 

هُمَا قاَلَتَّ بََتَّ إِحْدَىـَٰ  ـْجِرْهَُّ يَََٰٓ  ـْجَرْتَّ مَنَّ خَيََّْ إِن َّ ٱسْتَ  ٱلَْْمِيَّ ٱلْقَوِىَُّّ ٱسْتَ
Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku   

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 

untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya". (QS. Al-Qashash : 26) 

Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan maksud ayat tersebut 

bahwasanya Orang tua itu meminta Musa untuk merawat sapi itu selama 

delapan tahun, dan sebagai imbalannya Musa menikahi salah satu anaknya. 

Jika dia menambahkan dua tahun lagi kerja sukarela, itu menguntungkannya. 

Jika tidak, 8 tahun sudah cukup. 

2. DaliluSunnahuNabiuMuhammaduSAW 

HaditsudiriwayatkanuolehuIbnuuMajahuyanguberbunyiusebagai 

berikut: 

َّعَلَيْهَِّوَسَل مَ: َّصَل ىَّاللّ  هُمَاَّقاَلَ:َّقاَلََّرَسُوْلَُّاللِّ  َّعَنـْ  عَنَّابْنَِّعُمَرَرَضِيََّاللّ 
َّعَرَقهَُُّ (روهَّابنَّمجة)  أَعْطُوْاأَلَْْجِيْأََجْرَهَُّقَـبْلََّأَنَّيََِف 

 

 

 

Artinya : Dari Ibnu ‘umar r.a. ia berkata : Rasulullaah saw. bersabda  

“Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum  

 keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah).8 

 
8 Muhammad bin Isma`il Al-Kahlani, Subul As-Salam, Juz 3, Maktabah Musthafa 

AlBabiy Al-Halabiy, (Mesir, cet, IV, 1960), hlm, 81. 
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Hadits riwayat Abdullah ibn Abbas yang berbunyi sebagai berikut: 

َّعَلَيْهَِّوَسَل مََّوَأَعْطَىََّّ هُمَاَّقاَلَ:َّاِحْتَجَمََّالن بَُِّّصَل ىَّاللّ  َّعَنـْ َّرَضِيََّاللّ   عَنَّابْنَِّعَب اس 
 الْْجُ امََّأَجْرَهَُّ (رواهَّالبخاري)

Artinya : “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah  

SAW pernah berbekam, lalu beliau membayar upahnya 

kepada orang yang membekamnya”. (HR. Bukhari)9 

3. Dalil Ijma`  

Saat itu, seorang teman Muslim setuju untuk mengizinkan Perjanjian 

Ihara. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk kepentingan 

ihara dan kebutuhan masyarakat akan kebutuhan yang sebenarnya. Selama 

akad jual beli barang diperbolehkan, maka akad ihara yang menguntungkan 

juga harus diperbolehkan.10  

Menjadi salah satu kontrak gotong royong, tidak hanya bermanfaat 

bagi orang-orang di sekitar Anda, tetapi beberapa orang sangat 

membutuhkannya. Dalam kenyataan sehari-hari, ada orang kaya yang 

memiliki kios bisnis. Seseorang yang tidak memiliki lapak untuk berdagang 

dengan izin ihara (sewa) menempati lapak yang sudah tidak digunakan oleh 

orang lain dalam jangka waktu tertentu dengan membayar biaya sewa yang 

disepakati bersama. . Beli stan yang mereka perdagangkan.11 

Dari ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi SAW tersebut 

jelaslah bahwa akad ijarah atau sewa-menyewa hukumnya dibolehkan, 

karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Mengenai 

bagaimana mencapai akad Ijarah "Alamanafi", madzhab Hanafi dan 

Malikiyah mengklaim bahwa hal itu akan tercapai secara bertahap setelah 

 
9 Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja’fai, Shahih 

Bukhori, Juz VIII, (Beirut: Maktabah Syamilah Isdaar, 2004), hlm. 11. 
10 Wahbah Az Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 

2007), hlm. 386. 
11 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 116. 
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subjek akad, munculnya dan adanya keuntungan. Hal ini karena manfaat 

tersebut terjadi atau dikonsumsi secara bertahap. Sedangkan menurut ulama 

Syafiya dan Hanabira, hukum ihara cepat tercapai pada saat akad. Era Ihara 

diyakini ada secara hukum seolah-olah itu adalah benda nyata.12 

Para ahli hukum mengatakan bahwa Ihara adalah perjanjian yang 

diberikan oleh Shala, kecuali para ulama seperti Abu Bakar al-Asamu, Ismail 

bin Ariya, Hasan al-Bashri, Al-Kashani, Narawani, dan Ibnu Xan, saya 

menerima. Ijarah tidak diperbolehkan karena Ijarah adalah jual beli manfaat 

dan manfaat tersebut tidak dapat diserahkan pada saat akad. Setelah 

beberapa saat, Anda secara bertahap akan menikmati manfaatnya. Di sisi 

lain, Anda tidak boleh memperdagangkan apa pun yang tidak ada pada saat 

kontrak. Karena Ihara adalah kontrak eksploitasi, properti sewaan siap untuk 

dieksploitasi dalam pekerjaan seperti menyewa rumah kos. Tidak ada 

penyebutan atau keputusan yang diperlukan mengenai pola penggunaan 

properti sewaan. 

C. Rukun Dan Syarat Akad Ijârah `Ala Manâfi` 

Pilar adalah pilar yang harus dipenuhi agar pekerjaan dapat efektif. 

Pilar adalah apa yang harus dilakukan dalam kinerja pekerjaan dan ibadah. 

Rukun adalah suatu komunitas atau landasan untuk melakukan sesuatu yang 

menentukan efektifitas bekerja atau beribadah. Rukunuadalah unsur-unsur 

yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya 

unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Adapun yang menjadi rukun 

ijarah menurut Hanafiah, hanya satu, yaitu ijab dan qabul dengan lafaz 

ijarah atau isti`jar, yakniupernyataan dariuorang yangumenyewa 

danumenyewakan. Sedangkah menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada 

empat, yaitu : 

 
12 Wahbah Az Zuhaili. Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 

2007), hlm. 412 
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1. Aqid (orang yang akad) 

`Aqid adalah orang yang melakukan perjanjian/transaksi,yaitu mu`jir 

(orang yang menyewakan) dan musta`jir (orang yang menyewa).  

2. Shighat, (ijab dan qabul)  

Sighaumerupakanupernyataanuyangumenunjukkanuadanyaukerelaanu

atau kesepakatan kedua belah pihakuyang melakukanukontrak atau 

transaksiusewa-menyewa.13 

3. Ujrah (uang sewa atau upah) 

Memberi imbalan berupa uang sewa atau upah sebagaiubayaran 

kepada seseoranguyang telah mengerjakanusuatu pekerjaan tertentu dan 

bayaranuitu diberikanumenurut perjanjianuyang telahudisepakati bersama.14 

4. Manfaat 

Baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari 

orang yang bekerja.15 

Adapun Adapun menurut Kompilasi Adapun menurut Kompilasi 

Hukum Ekonomi Adapun menurut Kompilasi Hukum Adapun menurut 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memberi ketentuan tentang 

benda ijarah Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 

memberi ketentuan tentang benda ijarah dalam pasal 274 sebagai berikut:16 

1. Bendauyang menjadiuobjek ijarah harusubenda yanguhalal 

atauumubah. 

 
13Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010), hlm. 51. 
14 Labib Mz, Etika Bisnis Dalam Islam, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), 

hlm. 43. 
15 Alauddin Al-kasani, Badai` Ash-Shanai` Tartib Asy-Syarai`, Juz 4, CD Room, 

Alfiqh A`la Al-Madzahib Al-Arba`ah, Silsilah Al-`Ilm An-Nafi`, Seri 9. Al-Ishdar Al-Awwal, 

1426 H, hlm. 16. 
16 Abdul Mughits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), (Bandung: Fokus 

Media, 2010), hlm. 60. 
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2. Bendauyang diuijarahkan harusudigunakan untuk hal-hal 

yangudibenarkan  

3. Setiap benda yang dapat dijadikan objek jual beli dapat dijadikan 

objek ijarah. 

Agar transaksiuijarah itu dianggapusah, maka ada beberapausyarat-syarat 

ijarah yang sebagaimana halnya dalam akad jual beli yaitu: 

1. Syarat Terjadinya Akad (Syarat In`iqad) 

Syarat terjadinya akad (syarat in`iqad) berkaitan dengan `aqid, Kedua 

belah pihak yang memenuhi akad harus memiliki kemampuan yaitu rasional 

menurut Hanafiah dan remaja menurut Syafiya dan Hanabira. Oleh karena 

itu, jika pelaku (mu'jir dan musta'jir) gila atau di bawah umur, maka akad 

ijarah menjadi batal. Menurut Malikis, baligh adalah syarat bertahan hidup, 

sedangkan Tamizu adalah syarat jual beli (nafadz). Oleh karena itu, jika anak 

Motheryiz meminjamkan dirinya atau hartanya (sebagai pekerja), hukum 

kontrak berlaku, tetapi ia harus menunggu izin walinya untuk melanjutkan. 

2. Syarat Kelangsungan Akad (Nafadz)  

Kelangsungan akad ihara (nafadz) membutuhkan pelaksanaan hak 

milik atau wilayah (kekuasaan). Jika pidana (`aqid) tidak memiliki 

kepemilikan atau kekuasaan (wilayah). Dalam hal akad yang dibuat oleh 

Fudhuli, akad tersebut tidak dapat dilaksanakan dan menurut Hanafiah dan 

Malikiyah, status mauquf (ditangguhkan) adalah menunggu persetujuan dari 

pemilik benda tersebut. Namun menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, 

hukumnya tidak sah, seperti halnya jual beli. 
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3. Syarat sahnya ijarah  

Untuk sahnya ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan 

dengan `aqid (pelaku), mau`qud `alaih (objek), sewa atau upah (ujrah) dan 

akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:17 

a) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli. Allah 

SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29:  

َّاَنَّۡتَكُوۡنََّتِِاَرةًََّعَنَّۡ ٰۤ نَكُمَّۡبِِلۡبَاطِلَِّاِل  اَّامَۡوَالـَكُمَّۡبَـيـۡ
كُلُوٰۡۤ ـايَّـُهَاَّال ذِيۡنََّاَٰمَنـُوۡاَّلََّتََۡ َّمِ نۡكُمَّۡيَٰٰۤ ََََّّّّتَـرَاض 

اَّانَۡـفُسَكُمَّۡ َّكَانََّبِكُمَّۡرحَِيۡمًاَََّّ  وَلََّتَـقۡتـُلُوٰۡۤ اِن َّاللّ َٰ  
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling  

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”. (QS. An-Nisa : 29) 

 

b) Hendaknya objek akad (manfaat) diketahui sifatnya guna 

menghindari perselisihan di kemudian hari. Jika objek akad tidak 

jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena 

ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga 

tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) 

terwujud dengan jelasnya tempat manfaat, masa waktu dan kejelasan 

objek kerja dalam penyewaan para pekerja. 

Disamping rukun dan syarat yang telah dijelaskan di atas, ijārah ‘ala 

manāfi’ jugaumempunyai syarat-syaratuapabila syaratnyautidak 

terpenuhiumaka ijārah ‘ala manāfi’umenjadi tidakusah. Syarat 

tersebutuyaitu:18
 

a) Objekusewa-menyewa harus jelasudan transparan. 

 
17 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Grafindo 

Persada, 2003), hlm. 321-322. 
18 Wahbah Az Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 

2007), hlm. 390. 
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Disewakan, produk (jenis, kualitas, Rate) dan lessor harus 

menyaksikan dan memilih sendiri Barang sewaan. Juga harus 

dijelaskan bahwa masa sewa adalah dari awal sampai akhir masa 

sewa. Besaran sewa untuk penggunaan sewa tersebut bukan 

merupakan kesepakatan karena perlu diketahui dengan jelas oleh 

kedua belah pihak. Dan tata cara pembayaran harus jelas dengan 

kesepakatan kedua belah pihak. 

b) Objek ijarahudapat dimanfaatkanukegunaanya menurutukriteria, 

realita danusyara`.  

Beberapa ulama hukum Islam yang memberlakukan 

persyaratan ini Mereka percaya bahwa tidak diperbolehkan untuk 

menyewa produk yang tidak dapat dibagi sepenuhnya. Ini karena 

kegunaannya tidak bisa dinilai. Pendapat ini adalah pendapat dari 

Sekolah Abu Honeyfa. Namun, sebagian besar ulama (mayoritas 

ulama Fiqh) menyatakan bahwa adopsi item yang tidak dapat 

sepenuhnya dibagi, apakah itu integritas asli atau tidak, mutlak 

diperbolehkan. Barang dagangan yang tidak lengkap juga tersedia 

dan akan dikirimkan melalui latihan atau persiapan untuk aplikasi 

tertentu, sebagaimana diizinkan untuk dijual. Transaksi sewa 

menyewa itu sendiri merupakan salah satu dari dua jenis transaksi 

jual beli, dan jika kegunaan barang tersebut masih belum diketahui, 

maka transaksi sewa menyewa tersebut menjadi tidak sah. 

c) Objek ijarahudapat diserahkanudan dipergunakanusecara 

langsungudanutidak cacat. 

Ulama fiqih sepakat bahwa ini tidak diperbolehkan Serahkan 

dan sewa sesuatu yang tidak bisa digunakan Langsung dari penyewa. 

Misalnya, jika seseorang menyewa mobil Kemudian mobil segera 

mengizinkannya untuk menerima kunci Sudah digunakan. Jika mobil 
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masih berada di tangan orang lain, akad ihara tidak berlaku sampai 

mobil diambil alih dan digunakan oleh penyewa kedua. Jika rem 

rusak dan AC dimatikan, lessor juga akan rusak. Dalam kasus seperti 

itu, ulama fiqh sepakat bahwa penyewa dapat memilih untuk 

melanjutkan atau mengakhiri kontrak. 

d) Objek ijarahuadalah haluyang mubahubukan diharamkanu. 

Dalam kasus maksiat, perjanjian sewa tidak berlaku karena 

Anda harus meninggalkan maksiat. Siapa pun yang mempekerjakan 

seseorang untuk membunuh seseorang, menjual alkohol, 

menggunakannya untuk perjudian, atau menyewakan rumah kepada 

seseorang yang telah beralih ke gereja dianggap sebagai Ihara 

(kerusakan) yang menenteramkan. Demikian pula upah peramal dan 

penghitung, dan segala hadiah yang berhubungan dengan meramal 

dan menghitung, menggantikan upah terlarang yang mereka berikan 

dan dikategorikan, sehingga mengkonsumsi uang rakyat secara 

cuma-cuma. Puasa dan shalat Ihara juga tidak sah karena melibatkan 

Falduain yang harus dilakukan oleh yang wajib. 

e) Objek ijarah merupakan sesuatu yang bisa disewakan. 

Kayu yang digunakan oleh penyewa sebagai handuk 

pengering cucian tidak dapat disewa karena tidak dimaksudkan untuk 

mengeringkan cucian. 

f) Objekuijarah harusudiketahui secarausempurna. 

Jika layanan kontrak tidak pasti, kontrak akan batal. Anda 

dapat mengklarifikasi hibah dengan menjelaskan jenis hibah dan 

menjelaskannya dalam bentuk hibah di tangan penyewa. Imam Syafii 

telah memberikan syarat-syarat yang tegas dalam masalah penentuan 

masa sewa dengan cara ini. 
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D. Pendapat Fuqaha tentang Akad Ijārah ‘Ala Manāfi’ 

Para ulama berbeda pendapat tentang masalah kontrak Ihara. Seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya, kontrak Ihara adalah penjualan hak 

istimewa. Mayoritas ahli Fikufu tidak mengizinkan pohon disewakan untuk 

menghasilkan buah, karena buah adalah komoditas, sedangkan Ihara menjual 

keuntungan daripada komoditas. Oleh karena itu, setiap barang yang 

digunakan disertai dengan jumlah barang dagangan tertentu, ijarah 

diperbolehkan, jika tidak maka tidak.19  

Di sisi lain, menurut Ibnu Kaiim, pohon bisa dijadikan sasaran Ihara. 

Ibnu Kaiim berkata: “Konsep yang digunakan oleh Fukaha adalah bahwa 

yang dapat dijadikan objek ijarah adalah keuntungan, bukan komoditas. Jika 

objeknya adalah komoditas, ini adalah konsep yang salah. Ini Alcolan, 

Sunnah, Ijma, Atau karena Qiyas yang benar tidak memiliki bukti itu, tetapi 

sumber hukum sebenarnya menunjukkan bahwa munculnya barang 

dagangan secara bertahap masih disertai dengan barang dagangan utama, 

yang dihitung sebagai keuntungan. Seperti buah-buahan di pohon, susu dari 

hewan, dan air dari sumur. Oleh karena itu, Konvensi Wakufu menyamakan 

komoditas dan manfaat serta mengizinkan penggunaan ternak dalam susu. 

Demikian pula, di bawah Perjanjian Tabal, barang dan manfaat adalah sama, 

seperti Perjanjian Aria menggunakan barang untuk mengembalikannya, 

Perjanjian Muniha memberi susu sapi dan kemudian mengembalikannya, 

dan kontrak Cardo untuk meminjamkan Dyram. Kemudian kembalikan, 

demikian pula halnya dengan akad ihara, kadang berbentuk akad 

pelaksanaan, kadang berbentuk akad barang yang berangsur-angsur tercipta 

dan muncul, tetapi barang pokoknya tetap ada. genangan air, seperti susu 

dari perawat. Tampaknya menjadi keuntungan karena artikel ini secara 

bertahap tumbuh dalam bentuk artikel tiga dimensi. Kaitan antara keduanya 

 
19 Ibid., hlm.388. 
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adalah tercapainya tujuan akad secara bertahap, baik dari segi barang 

maupun keuntungan..20 

Para ahli hukum menjelaskan makna ihara dalam beberapa kitab. 

Mazhab Hanafi mengatakan Ihara adalah kontrak untuk mendapatkan 

keuntungan.21
  

نَا عَلَى عَقْدٌ 
َ
 ضٌ  بعَِوٌْ فِعٌِ الم

Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.” 

Mazhab Hanafi percaya bahwa Ihara adalah kontrak untuk 

keuntungan yang diberikan di bawah Shala, dan keberadaan "Iwad" 

diketahui secara bertahap meningkatkan tingkat keuntungan di beberapa 

titik.22
 Menurut mazhab Hanafi, ihara dapat dipahami sebagai kontrak untuk 

menggunakan benda dalam jangka waktu yang ditentukan oleh pemilik 

benda sebagai Iwad dengan jumlah yang disepakati antara penyewa dan 

pemilik. 

Syafi`yah mendefinisikan Ijarah sebagai transaksi untuk tujuan 

keuntungan yang Muba dan dapat digunakan untuk imbalan tertentu. 

Syafi'iyah melarang penangguhan Ijarah dan larangan jual beli produk 

kemasan yang akan datang, kecuali penangguhan Ijarah bagi tanggungan. 

Pendapat ulama Syafi'yah yang paling benar tentang pelecehan barang 

adalah memperkenankan pemilik untuk memperpanjang masa sewa dari 

peminjam barang sebelum berakhirnya akad, karena kedua masa sewa 

termasuk satu pembayaran.23
  

 مَعْلُوْمٌ  ضٌ  بعَِوٌْ حَةٌِ بٌَ وَاْلٌِ للِْبَذْلٌِ بلَِةٌ  قاٌََ حَةٌ  مُبَا مَعْلُوْمَةٌ  مَقْصُوْدَةٌ  فَ عَةٌ  مَنٌْ عَلىٌَ عَقْدٌ 
Artinya: ‘‘Akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu  

 
20 Ibid.,hlm. 321-322. 
21 Al-Kasani, al-Bada`I al-Shana`I, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm.174. 
22 Abdurrahman al-Jaziry, Kitab Fiqh `ala al-azahib al-Arba`ah, Jilid III, (Beirut: 

Daral-Fikr, 1982), hlm.98. 
23 Asy-Syarbani al-Khathib, Mughnial-Muhtaj, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 

hlm.233. 
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dan mubah, serta menerima pengganti tertentu’’. 

 

Ulama Al-Malikiyah mendefinisikan ihara sebagai pemberian hak 

milik untuk kepentingan sesuatu yang ditoleransi selama jangka waktu 

tertentu dengan imbalan. Definisi ini sama dengan definisi yang diberikan 

oleh para ulama Hanbali.24 

 ضٌ بعَِوٌْ مَعْلُوْمَةٌ  مُدَّةٌ  مُبَاحَةٌ  شَىْءٌ  فِعٌِ مَنَا تََلِْیْكٌُ
Artinya: “Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam  

 waktu tertentu dengan penganti.”25 

Dari kesimpulan di atas, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tidak 

ada perbedaan mendasar antara ulama dalam penafsiran Ihara atau Reese. 

Dari definisi ini kita dapat menyimpulkan bahwa ihara atau sewa adalah 

kontrak untuk kepentingan pertukaran. Oleh karena itu, apa yang Anda 

pinjam adalah untuk kepentingan barang tersebut..26 

E. Bentuk-bentuk Penggunaan Akad Ijārah ‘Ala Manāfi’  

Bentuk bentuk penggunaan akad  ijārah ‘ala manāfi’ terdiri dua jenis 

penggunaan nya, perincianulebih lanjut, yaituu: 

a) jarah al-'ardh (sewa) untuk penanaman dan pembangunan gedung. 

Perjanjian sewa hanya berlaku jika pertukaran dinyatakan. Saat 

menandatangani kontrak, Anda harus menyatakan jenis tanaman 

kecuali pemilik tanah (mu'jir) mengizinkan budidaya tanaman 

b) Perjanjian sewa hewan harus dengan jelas menyebutkan alat angkut 

atau kendaraan, serta jangka waktu penggunaannya. Hewan dapat 

digunakan untuk berbagai kegiatan dan harus dimasukkan dalam 

kontrak saat menyimpulkan untuk menghindari perselisihan di 

 
24 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Kairo: Darul fikri, t.t), hlm. 20 
25 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat), 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 227 

 
26 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 317 
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kemudian hari. Ihara ini tidak membolehkan benda digunakan untuk 

kemaslahatan yang diharamkan oleh Shala.27 

Ijarah ini tidak membolehkan benda digunakan untuk kemaslahatan 

yang diharamkan olehusyara’. engaturan sewa-untuk-sewa diizinkan untuk 

tujuan amal seperti: Rumah tempat tinggal, toko dan kios untuk berdagang, 

mobil untuk disewa, pakaian, dll. Manfaat yang dilarang tidak dapat disewa 

karena dilarang. Oleh karena itu, Anda tidak boleh menerima bunga 

terlarang ini. 

F. Konsekuensi Penggunaan Akad Ijārah ‘Ala Manāfi’ terhadap para 

pihak 

Leasing adalah kontrak yang umum dibuat untuk mempromosikan 

kegiatan masyarakat. Para pihak yang terikat kontrak tidak dapat mengakhiri 

kontrak (mereka tidak memiliki hak untuk menarik) karena mengandung 

kesepakatan bersama. Artinya, sewa tetap ada meskipun salah satu pihak 

(penyewa atau peminjam) meninggal dunia.  

Jika salah satu pihak meninggal dunia, posisinya akan digantikan 

oleh ahli waris pihak tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan 

pemutusan sewa (fasakh) oleh salah satu pihak jika ada alasan atau kebijakan 

tertentu yang mengarah pada pemutusan sewa. 

Ulama fiqh berbeda dalam sifat mengikat kontrak Al-Ijarah, tetapi 

tidak dapat dihentikan secara sepihak jika salah satu pihak membuat alasan 

berikut: Kematian atau hilangnya kapasitas hukum salah satu pihak. 

Mayoritas ulama dalam hal ini menyatakan bahwa akad Al-Ihara mengikat 

kecuali jika cacat atau itemnya tidak tersedia28. Adapun jumhur ulama dalam 

hal ini mengatakan bahwa akad al-ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada 

 
27 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 85. 
28 Ash-sarakhsi, Al-Mabsud (Beirut: Darul Fikr, 1978) Jilid XVI, hlm. 208 
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cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan ini dapat 

diamati dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia. 

Menurut ulama Hanafi, jika salah satu pihak meninggal dunia, maka 

akad Al-Ihara batal karena kepentingannya tidak dapat diwariskan. Namun 

sebagian besar ulama mengatakan bahwa kemaslahatan itu dapat diwariskan 

karena mengandung harta (Almar). Oleh karena itu, kematian salah satu 

pihak tidak membatalkan Perjanjian Ihara.29 Keuntungan setelahnya dapat 

diwariskan, karena Ijarah sama dengan jual beli, karena mengikat kedua 

belah pihak dalam akad. 

Ijarah yang dibatalkan akan dibayar sama dengan sewa yang 

ditentukan dalam kontrak Ijarah yang sah, terlepas dari apakah Mustajir 

menggunakan barang sewaan. Status ihara sama dengan jual beli, dan 

keuntungannya sama dengan komoditi yang diperjualbelikan.30. Kontrak 

Ijarah berakhir atau berakhir dalam kasus-kasus berikut: 

1. Barang sewaan rusak.  

2. Kontrak sewa / masa kontrak telah berakhir.  

3. Setelah sampai ke tangan lessor, barang yang disewakan cacat. Akibat 

hukum ihara yang sah adalah penetapan hak Menentukan kepemilikan 

yang bermanfaat bagi peminjam dan kepemilikan upah yang disepakati 

bagi peminjam.31 

Akibat hukum dari Ihara yang tidak sah ada pada penyewa Apabila 

jasa itu digunakan, ia wajib membayar upah yang lazimnya menurut 

kebiasaan yang tidak melebihi upah yang disepakati. 

 
29 Nasrun Haroen, Fiqh Muammalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm 

114 
30 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi`I, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 54-56 
31 Muhammad Syafi`I Antonio dan Tim Tazkia, Ensiklopedia Leadership & 

Manajemen Muhammad Saw The Super Manager. (Jakarta: Tazkia Publishing, 2012), 

hlm.135 
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Konsekuensiuhukum ijarah yang tidak sahuadalah jika 

penyewautelah 

mengambil manfaatumaka ia wajib membayaruupah yang berlakuuumum, 

yaitu tidak melebihiuupah yang telahuditetapkan. Dengan kataulain, 

menurut ulamauHanafiyah, upah yang wajibuadalah lebih sedikitudari 

upahuumum dan dariuupah yang telahuditetapkan. Hukum ini berlakuujika 

ketidakabsahan ijarahudisebabkan dengan adanyausyarat fasid, bukan 

karena tidakudiketahuinya upah yangutelah ditetapkan dan bukanukarena 

tidak adanya penetapanuupah. Dalam kedua kasus tersebut 

wajibumembayar upah sebesar apapun upah itu. Sedangkan menurut Zufar, 

Malik, dan Syafi`I mereka berpendapatubahwa dalam ijarahuyang tidak sah 

makauorang yang menyewakanuwajib membayar upahutertinggi, sama 

sepertiudalam jual beli, jika beli ituutidak sah, maka wajibumembayar nilai 

berapaupun tingginya32. 

Perihal diatas sama hal nya dengan kasus penumpang illegal. 

Berdasarkan persepsi akad ijarah ala manafi’, akibat yang ditimbulkan ialah 

tidak berlakunya akad ijarah bagi penumpang illegal  (tidak sah), bahkan 

jika penumpang illegal ini dideteksi oleh pihak pengelola kapal maka 

konsenkuensi penumpang illegal ini wajib membayar denda atau sanksi  

yang telah di tetapkan oleh pihak pengelola kapal.  

 

 
32 Wahbah Az Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 

hlm.411. 
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BAB.TIGA  

TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT PENGGUNA JASA 

KAPAL DI PELABUHAN ULEE LHEU TENTANG PENUMPANG 

ILEGAL DAN KONSEKUENSINYA 

A. Identifikasi Penumpang Kapal Illegal Dalam Pelayaran di 

Pelabuhan Ulee Lheue. 

Penumpang ilegal adalahupihak penumpanguyang menggunakan jasa 

angkutan kapal tanpautiket resmi yang dikeluarkanuoleh pihak 

manajemenupelabuhan sebagaiubukti pembayaran yangusah yang telah 

dilakukan setiap penumpang yang akan melakukan pelayaran kapaluferi. 

Penumpang ilegal ini secara sengaja mengelabui pihak manajemen 

pelabuhan dan manajemen kapal untuk menjadi penumpang gelap karena 

tidak melakukan kewajibannya yang semestinya dilakukan sebelum 

menumpang kapal feri yang akan berlayar dari pelabuhan Ulee Lheue ke 

Balohan Sabang, dan sebaliknya. 

Pihak manajemen kapal dan manajemen Angkutan Sungai Danau dan 

Pulau (ASDP) harus menjalankan standar operasional prosedur (SOP) yang 

ditetapkan berdasarkan ketentuan yuridis formal tentang pelayaran. Salah 

satu standar yang ditetapkan adalah penumpang kapal yang telah membeli 

tiket sebagai tanda bukti sah penumpang kapal untuk suatu pelayaran 

tertentu harus tercatat dalam daftar manifest, yang merupakan data dokumen 

resmi tentang penumpang yang berisi identitas lengkap. Untuk itu setiap 

calon penumpang yang hendak menggunakan jasa angkutan laut ini wajib 

membeli tiket perjalanan di loket yang telah disediakan ataupun melalui 

situs-situs online resmi.  

Pada pembelian tiket tersebut calon penumpang harus menyerahkan 

KTP atau alat bukti lainnya yang formal untuk pembuktian identitas calon 

penumpang secara legal untuk dicatat di daftar manifest. Umumnya identitas 

yang dibutuhkan dan dicatat dalam daftar manisfes tersebut yaitu nama calon 
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penumpang, jenis kelamin, usia dan alamat yang merupakan kota domisili 

yang tertera pada kartu tanda penduduk. Data yang telah diinput oleh petugas 

loket di Pelabuhan Ulee Lheue ini, untuk selanjutnya dijadikan data manifest 

yang nantinya akan dijadikan sebagai bukti keabsahan penumpang yang 

akan berlayar, dan juga menjadi data resmi untuk asuransi dan kebutuhan 

lainnya.1 

Keberadaan manifest sangat penting karena apabila terjadi 

kemungkinan-kemungkinan terburuk selama pelayaran terhadap diri para 

penumpang, maka perusahaan akan memberikan para penumpang santunan 

berupa asuransi terhadap jiwa serta barang dan kendaraan yang dibawanya. 

Pembuatan manifest di Pelabuhan Ulee Lheue dilakukan dengan menginput 

data ke data base otoritas pelabuhan saat penumpang membeli tiket di loket, 

secara tidak langsung saat penumpang membeli tiket, penumpang tersebut 

sudah terdaftar namanya dalam daftar manifest kapal yang diasuransikan dll.  

Setiap aktifitas pelayaran penting dilakukan untuk memastikan 

keselamatan, kenyamanan dan keamanan penumpang. Oleh karena itu 

berbagai upaya harus dilakukan agar kecelakaan pada penggunaan jalur 

transportasi laut dapat dihindari. Berdasarkan regulasi yang ditetapkan 

pemerintah bahwa terdapat beberapa langkah protektif yang harus dilakukan 

sebagai bentuk pengawasan atas keselamatan pelayaran termasuk pada 

pelayaran Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh. Dengan implementasi 

regulasi tersebut maka keselamatan penumpang dapat dilaksanakan dengan 

baik, maka keselamatan penumpang dapat semakin ditingkatkan. Hal ini 

penting supaya tingkat keamanan pelayaran semakin baik dan penumpang 

dapat menggunakan fasilitas kapal dengan sewajarnya dan seluruh 

penumpang kapal dapat selamat sampai tujuan. 

 
1Hasil wawancara dengan, Tri Haryanto, Manajer Usaha Dan Teknik, Pada tanggal 

6 Juni 2022, di Kantor ASDP, Di Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh. 
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Saat penumpang hendak memasuki kapal, para calon penumpang 

wajib memperlihatkan dengan menyerahkan bagian tiket kepada petugas 

pemeriksaan tiket. Selanjutnya petugas menyobek bagian atas tiket 

penumpang sehingga yang awalnya utuh akan terbelah menjadi dua 

bagian, kemudian petugas akan mengambil salah satu potongan tiket 

untuknya dan   setengahnya diserahkan kembali kepada penumpang 

sebagai bukti bahwa tiket penumpang tersebut sudah diperiksa dan 

diperbolehkan masuk ke dalam kapal.2  

Berdasarkan pedoman manifest angkutan penyeberangan, Pasal 2 

Ayat “(1) Setiap kapal angkutan penyeberangan yang akan berlayar wajib 

memiliki Surat Persetujuan Berlayar. (2) Untuk mendapatkan Surat 

Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib 

melampirkan daftar penumpang dan kendaraan di atas kapal angkutan 

penyeberangan.” Dalam pedoman ini disebutkan saat kapal akan 

beroperasi, kapal terlebih dahulu diharuskan memenuhi persyaratan-

persyaratan yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan.3 

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa segala bentuk 

operasional di lapangan terhadap kapal feri seperti jadwal keberangkatan, 

tarif tiket kapal, dan pengawasan terhadap penumpang yang masuk ke 

kapal, seperti pengecekan karcis dan pemeriksaan barang bawaan 

ditangani oleh PT. ASDP Indonesia Fery cabang Banda Aceh dan dibantu 

oleh pihak terkait lainnya seperti UPTD Pelabuhan, dan pihak keamanan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, faktor-faktor yang 

menyebabkan adanya penumpang ilegal yang berhasil masuk dalam kapal 

untuk suatu pelayaran di Pelabuhan Ulee Lheu di antaranya adalah:  

 
2 Ibid. 
3 Pasal 219, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 
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1. Faktor Kekerabatan 

Faktor kekerabatan ini menjadi faktor dominan pada penumpang 

gelap, hal ini biasanya terjadi karena pihak penumpang mengenal salah 

seorang petugas yang sedang berdinas di Pelabuhan Ulee Lheue, baik 

petugas yang berasal dari kalangan ASDP maupun dari manajemen kapal.   

Menurut salah seorang responden yang merupakan  penumpang kapal yang 

sering melakukan tindakan ini, bahwa menjadi penumpang illegal sangat 

mudah pada pelabuhan Ulee Lheue asalkan memiliki kerabat ataupun 

kawan yang mau memasukkannya pada suatu pelayaran, dan biasanya 

petugas lainnya mengetahui, sehingga pada saat proses checking 

penunpang untuk masuk ke dalam kapal, maka calon penumpang ini 

sengaja dilewatkan begitu saja, bahkan ada juga penumpang yang sengaja 

tidak masuk melalui pintu resmi penumpang, sehingga proses pemeriksaan 

identitas penumpang tidak dilakukan pada pihak tersebut.4 

Berdasarkan pengakuan penumpang lainnya, biasanya pada saat 

akan dilakukan pemeriksaan tiket oleh petugas yang berjaga, penumpang 

tersebut akan diberi kode tertentu ataupun menyebutkan nama dari salah 

seorang petugas kapal yang dikenalnya kepada petugas pemeriksa tiket, 

agar petugas tidak lagi mempertanyakan tiket miliknya dan diperbolehkan 

masuk ke dalam kapal. Penumpang ilegal jenis ini mendapatkan 

perlindungan dari oknum pengelola kapal atau petugas dari ASDP sehingga 

ini akan menyebabkan penumpang ilegal ini sangat sulit untuk dideteksi 

dan diharuskan melakukan kewajibannya sebagaimana penumpang biasa 

lainnya. 5 

 
4 Hasil wawancara dengan maulizan, penanggung jawab tata usaha pelabuhan Ulee 

Lheu, Pada Tanggal 7 Juni 2022, Di Pelabuhan Ulee Lheue, KecamatanuMeuraxa, Banda 

Aceh 
5Hasil wawancara dengan Putra, petugas pelabuhan Ulee Lheue, Pada Tanggal 7 

Juni 2022, Di Pelabuhan Ulee Lheue, KecamatanuMeuraxa, uBanda Aceh 
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2. Faktor Keberadaan Para Calo Tiket 

Faktor kedua yang menjadikan adanya penumpang kapal feri ilegal 

dipelabuhan Ulee Lheue adalah keberadaan para calo tiket. Modus calo tiket 

adalah menipu calon penumpang dengan membujuk mereka. ataupun 

menaku-nakuti calon penumpang bahwa kendaraan yang dibawa 

kemungkinan tidak bisa diangkut kapal sehingga calon penumpang ini 

menyerahkan kendaraannya ke calo untuk dimasukkan ke atas kapal.  

Harga yang ditawarkan calo kepada calon penumpang biasanya 

relatif lebih tinggi dari harga tiket resmi, namun masih banyak penumpang 

yang menggunakan jasa calo ini karena takut ketinggalan pelayaran. Namun 

berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pelabuhan untuk saat ini para 

pencalo tiket sudah jarang didapati, hal ini dikarenakan para petugas 

membatasi penjualan tiket perorangnya dan petugas penjual tiket tidak 

membiarkan membeli tiket dalam jumlah banyak melebihi dari batas yang 

ditentukan.6 

3. Faktor Ekonomi 

Faktor ketiga yaitu masalah perekonomian yang mana faktor ini 

menjadi alasan paling kuat konsumen kapal feri untuk melakukan tindakan 

kriminalitas termasuk menjadi penumpang gelap. Kekuranganuekonomi 

dapat dijadikanusuatu pembenaranuuntuk melakukanutindakan tersebut. 

Faktoruekonomi merupakan salahusatu alasan yang seringudiberikan oleh 

penumpang ilegal yang tertangkap, sehingga petugas pemeriksa tiket merasa 

iba dan di loloskan.  

Bedasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dijumpai beberapa 

penumpang yang tidak memiliki tiket dengan berbagai alasan tertentu, 

 
6 Hasil wawancara dengan Putra, petugas pelabuhan Ulee Lheue, Pada Tanggal 7 

Juni 2022, Di Pelabuhan Ulee Lheue, KecamatanuMeuraxau Banda Aceh 

. 
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sebagian penumpang mengaku tidak memilki uang untuk membeli tiket dan 

terpaksa menaiki kapal dengan tidak dibekali tiket, karena ingin pulang ke 

Sabang. Para pedagang di kapal feri juga merupakan salah satu contohnya, 

para pedagang ini merupakan masyarakat yang tinggal disekitar Pelabuhan 

Ulee Lheue. Para pedagang ini diberikan izin untuk berjualan dikapal 

sebelum kapal berangkat dengan syarat mereka harus turun ketika kapal 

akan berangkat. Akan tetapi, ada beberapa pedagang yang tidak mematuhi 

aturan tersebut, mereka tidak turun dan tetap berjualan dikapal7. 

4. Faktor Keramaian Penumpang 

Faktor keempat yaitu faktor penumpang yang sangat ramai penyebab 

adanya penumpang ilegal faktor ini yaitu pada hari-hari libur meningkatnya 

jumlah penumpang sebanyak 3 kali lipat dari hari biasanya, sehingga 

membuat tiket kapal habis dalam waktu cepat.  Beberapa penumpang tetap 

memaksa untuk masuk kedalam kapal secara secara diam-diam mereka 

memanfaatkan kepadatan dan keramaian yang terjadi di hari-hari libur.   

Salah satu contoh nya yaitu pada hari lebaran, pada hari tersebut 

sangat  banyak  penumpang kapal feri yang melakukan liburan ke sabang, 

sehingga banyaknya penumpang yang berkerumunan yang mengakibatkan 

petugas yang berjaga didepan pintu masuk kapal kewalahan dalam 

memantau pergerakan penumpang, sehingga ada beberapa oknum 

penumpang kapal mengambil kesempatan tersebut untuk lebih mudah 

masuk kedalam kapal secara ilegal akibat kurangnya perhatian dari 

petugas.8 

 

5. Faktor  Tidak  Tersedianya  Jalur  Masuk  Khusus  Untuk   Penumpang 

 
7 Ibid. 
8 Hasil wawancara dengan Sabri, Petugas pelabuhan Ulee Lheue, Pada Tanggal 7 

Juni 2022, Di Pelabuhan Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh 
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Faktor kelima yaitu tidak tersedia nya jalur masuk khusus untuk 

penumpang. Berdasarkan wawancara  dengan narasumber, keberadaan 

penumpang ilegal di dalam kapal salah satunya dipengaruhi dengan tidak 

adanya fasilitas atau jalur masuk khusus untuk penumpang ke dalam kapal, 

berdasarkan observasi yang penulis lakukan di pelabuhan Ulee Lheue jalur 

masuk penumpang dan kendaraan digabung, sehingga  menyebabkan 

ketidaktertiban dan desak-desakan antar penumpang berjalan kaki dengan 

penumpan berkendaraan, pada waktu-waktu tertentu sangat rentan 

masuknya penumpang tanpa tiket dan menyulitkan petugas memeriksa 

tiket.9 

Berdasarkanudari wawancara tersebutujelas bahwa beberapaufaktor 

yang menyebabkanuterjadinya keberadaan penumpang ilegal di dalam kapal 

ditimbulkan dari pribadi penumpang, baik dari segiuperekonomian yang 

rendahumaupun dariusegi kebiasaanuburuk penumpang untukumasuk ke 

dalam kapal dengan cara ilegal. selajutnya kelalaianupihak 

manajemenupelabuhan dan kurangnya koordinasi yang baikuantara pihak 

kapaludan pengelola pelabuhan, sehinggaukeberadaan penumpang ilegal di 

dalam kapal sulit untuk diatasi. Dan apabila penumpang kapal 

terindentifikasi illegal maka ada pihak Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan 

Pelabuhan (KPPP) yang akan bertugas mengamankan dalam membantu 

administrator pelabuhan dalam menyelenggarakan keamanan di dalam 

daerah pelabuhan.10 

B. Pemahaman Penumpang Kapal tentang Risiko yang Dihadapinya 

dalam Pelayaran dan Sistem Proteksi yang Diberikan Pemerintah. 

 
9 Hasil wawancara dengan Maulizan, penanggung jawab tata usaha pelabuhan 

Ulee Lheu, Pada Tanggal 7 Juni 2022, Di Pelabuhan Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa, 

Banda Aceh. 
10 Ibid. 
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Pemahaman merupakan kemampuan untuk menjelaskan suatu situasi 

atau suatu tindakan, sedangkan penumpang kapal merupakan orang-orang 

yang memakai jasa dari kapal dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Dalam 

hal ini, peneliti sudah mewawancarai 23 orang penumpang kapal terkait 

dengan pemahaman mereka tentang resiko yang dihadapi dalam pelayaran. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan rata-rata penumpang kurang 

memahami terkait risiko-risiko yang mereka hadapi saat pelayaran. 

Tanggapan salah satu narasumber, mereka tidak merasa khawatir terhadap 

resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi di pelayaran, alasan 

narasumber tersebut karena dekatnya jarak pelayaran yaitu Banda Aceh – 

Sabang, bentuk kapal yang besar sehingga tidak goyang, dan tersedianya 

pelampung dikapal sehingga menurutnya tidak ada yang perlu 

dikhawatirkan11. Narasumber lain juga mengatakan bahwa ia kurang 

memahami resiko yang akan mereka hadapi dipelayaran akan tetapi ia tidak 

terlalu merasa khawatir karena ketika terjadinya musibah dipelayaran maka 

segala kerugian akan diasuransikan, terlebih bagi mereka yang menitip 

barang seperti sepeda motor atau mobil, ungkap salah satu narasumber12  

Kemudian narasumber lain pun berpendapat bahwasanya pelayaran 

ulee-lheue relatif aman dikarenakan para pihak kapal tentunya 

mengandalkan pengetahuan dan pengalaman dalam mengambil keputusan 

berangkat atau tidaknya sebuah kapal dan tentunya kapal sudah memenuhi 

standar minimal dari ketentuan-ketentuan13. Ada yang berpendapat bahwa 

segala resiko disetiap perjalanan sudah pasti ada, baik melalui darat, laut 

 
11 Hasil wawancarauRini Oktavi, penumpang kapal feri Ulee Lheue, Pada tanggal 7 

Juni 2022, Di Pelabuhan Ulee Lheue, KecamatanuMeuraxa, uBanda Aceh. 
12 Hasil wawancara Dewi Kurnia, penumpang kapal feri Ulee Lheue, Pada tanggal 

7 Juni 2022, Di Pelabuhan Ulee Lheue, KecamatanuMeuraxa, uBanda Aceh. 
13 Hasil wawancara Wahyuanda, penumpang kapal feri Ulee Lheue, Pada tanggal 7 

Juni 2022, Di Pelabuhan Ulee Lheue, KecamatanuMeuraxa, uBanda Aceh. 
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maupun udara. Karena ketika berbicara musibah itu bisa datang dan terjadi 

kapan saja. Namun satu hal yang harus diketahui, sebelum melakukan 

perjalanan yakni kita harus mengetahui tingkat keamanan kapal seperti apa, 

sikap tanggap petugas kapal juga harus sigap dari segala kemungkinan yang 

terjadi.14 

Selanjutnya salah satu penumpang kapal berpendapat bahwasannya 

salah satu resiko yang mereka hadapi adalah ketika cuaca buruk dan badai 

menghadang, ini akan sangat berefek buruk bagi kapal kemungkinan besar 

dapat mengakibatkan terbaliknya kapal, akan tetapi hal tersebut tentunya 

tidak lepas dari ganti rugi dan asuransi dari pihak kapal.15 Selanjutnya ketika 

diwawancarai ada pula yang berpendapat bahwa, selain dari faktor cuaca dan 

kurangnya perawatan kapal resiko lain yang mereka hadapi dalam pelayaran 

yaitu dengan adanya penumpang illegal yang tidak terdaftar dalam manifes, 

hal ini akan mengakibatkan kapal kelebihan muatan atau kapasitas sehingga 

akan berisiko tenggelamnya kapal dan ini sangat membahayakan penumpang 

lainnya, menurut narasumber tersebut, resiko-resiko seperti ini sangat 

mungkin terjadi di pada hari- hari libur nasional seperti hari raya dan lain-

lain.16Adapun soluisi Kurangnya pemahaman konsumen kapal terkait dengan 

resiko yang mereka hadapi dalam pelayaran yaitu dapat dilakukan dengan 

berbagai cara salah satunya dilakukannya sosialisasi terkait proteksi, 

penanggungjawaban, resiko dalam pelayaran, memasang poster/slogan, dan 

lain sebagainya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan penumpang-penumpang kapal 

 
14 Hasil wawancara Anzal Nazar, penumpang kapal feri Ulee Lheue, Pada tanggal 7 

Juni 2022, Di Pelabuhan Ulee Lheue, KecamatanuMeuraxa, uBanda Aceh. 
15 Hasil wawancara Lizar Fitri, penumpang kapal feri Ulee Lheue, Pada tanggal 7 

Juni 2022, Di Pelabuhan Ulee Lheue, KecamatanuMeuraxa, uBanda Aceh. 
16 Hasil wawancara Kamaruddin, penumpang kapal feri Ulee Lheue, Pada tanggal 7 

Juni 2022, Di Pelabuhan Ulee Lheue, KecamatanuMeuraxa, uBanda Aceh. 
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dapat disimpulkan bahwasannya sebagian penumpang kapal kurang 

memahami resiko yang mereka hadapi dalam pelayaran. Ada yang 

berpendapat salah satu resiko yang mereka hadapi yaitu ketika cuaca buruk 

atau badai terjadi ini akan mengakibatkan kapal dalam bahaya, ada pula 

yang berpendapat selain dari faktor cuaca dan kurangnya perawatan kapal 

risiko lain yang mereka hadapi dalam pelayaran yaitu dengan adanya 

penumpang illegal yang tidak terdaftar dalam manifes ini akan 

mengakibatkan kelebihan muatan kapal sehingga sangat membahayakan 

kapal. Kemudian ada pula yang tidak mengkhawatirkan resiko yang mereka 

hadapi, faktor pertama karena mereka percaya bahwasannya pihak kapal 

tentunya mengadalkan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam 

mengambil keputusan terkait keberangkatan kapal, faktor kedua karena 

adanya asuransi ketika terjadinya musibah, faktor ketiga karena jarak 

tempuh kapal relatif dekat, faktor keempat tersedia nya keamanan-

keamanan di kapal seperti pelampung, APAR ( alat pemadam api ringan) , 

serta bentuk kapal yang besar sehingga kapal tidak goyang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kantor ASDP, salah satu 

bentuk proteksi dari pihak ASDP yaitu peralatan keselamatan diatas kapal 

meliputi, pelampung penolong, jaket/rompi penolong, survival suit, isyarat 

visual dan lain-lain. Bentuk proteksi selanjutnya adalah cctv sebanyak 18 

buah, hal ini berguna agar petugas kapal dapat mengawasi penumpang dari 

hal-hal yang membahayakan dan tidak diinginkan misalnya cedera nya 

penumpang kapal akibat benturaan dengan besi disekitar kapal dan lain 

sebagainya. Bentuk proteksi lainnya dari pihak kapal untuk mencegah 

overloadnya kapal adalah dengan Pengawasan Otoritas Pelabuhan 

mengharuskan semua penumpang untuk membeli tiket kapal pesiar dengan 

menunjukkan kartu identitas mereka sebagai tanda pengenal. Ini digunakan 
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sebagai data manifes dan disajikan saat Anda ingin menaiki kapal.17 

C. Pertanggungjawaban terhadap Musibah Bagi Penumpang Kapal 

Feri Ilegal Dipelabuhan Ulee Lheue dalam Perspektif Akad Ijārah 

‘Ala Manāfi’. 

 

Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2010 tentang 

Angkutan Air, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2015 

tentang Standar Keselamatan Kapal, dan banyak undang-undang lainnya 

yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan pelayaran. Pelayaran laut, 

kegiatan pelayaran dan pelayaran sebagai sarana pelayaran laut (termasuk 

aspek keamanan dan penegakan hukum).Pasal 117 (3) menyatakan telah 

memenuhi semua persyaratan standar kelaikan laut sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), yang dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal. Pasal 122 

menyatakan: Pengelolaan setiap kapal dan pelabuhan harus memenuhi 

persyaratan keselamatan dan perlindungan lingkungan laut. Kecuali ancaman 

sanksi dalam Pasal 303 dikatakan: 

1.  Barang siapa mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa memenuhi 

persyaratan keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan laut 

menurut Pasal 122 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 

dan denda paling banyak Rp300 juta rupiah (tiga ratus juta rupiah). 

2.  ika barang itu hilang karena perbuatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dipidana dengan pidana penjara dengan kerja paling lama 

tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta rupiah (lima ratus juta 

rupiah). 

3. Jika seseorang meninggal dunia karena perbuatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara dengan 

 
17 Hasil wawancaraudengan, Tri Haryanto, ManajeruUsaha Dan Teknik, 

Padautanggal 6  Juni 2022, di Kantor ASDP, Di Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh. 
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pekerjaan paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Jika terjadi 

kecelakaan, mereka bertanggung jawab baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

Jika terjadi kecelakaan, mereka bertanggung jawab baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Namun yang pasti, aturan ini memberikan 

sanksi administratif maupun pidana bagi pihak-pihak yang terbukti 

melanggar apa yang telah diatur. asil investigasi kecelakaan menunjukkan 

bahwa kesalahan manusia sering menjadi penyebabnya. Sebut saja nakhoda 

pertama. Mulai dari pendokumentasian izin kapal hingga memastikan 

kelaikan udara kapal sebelum keberangkatan dan jika terjadi kecelakaan, 

peran ABK sangat penting. Nakhoda bertanggung jawab atas keselamatan 

dan keamanan kapal berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008. Oleh karena itu, 

jika nakhoda melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008, 

dapat dipidana dengan pidana penjara dan denda. Nakhoda harus 

menyimpan log kapal, yang merupakan catatan tentang kondisi kapal yang 

berkaitan dengan pengoperasian kapal, seperti: Kondisi kapal, kondisi teknis 

kapal yang perlu diperbaiki jika ada yang rusak. Jika kondisi kapal 

ditemukan tidak memadai, nakhoda berhak menolak keberangkatan kapal 

dan sebaliknya. 

Kondisi ini dijelaskan dalam Pasal 138 (3) UU No. 17 Tahun 2008. 

Artinya, Nakhoda berhak menolak pemberangkatan kapal apabila 

mengetahui bahwa kapal tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). Tidak puas Kapten akan memberitahu inspektur 

keselamatan kapal. Jika perlu, pemilik kapal, operator dan nakhoda akan 

diminta untuk membantu dalam pemeriksaan dan pengujian kapal. Namun 

di sisi lain, pemilik kapal biasanya mengabaikan hal ini. Namun, Pasal 249u 

menyatakan bahwa: Korban kapal menurut Pasal 245 menyatakan bahwa 
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nakhoda harus bertanggung jawab kecuali terbukti sebaliknya. 

Otoritas Pelabuhan (Port Authority) dalam hal ini ASDP bertanggung 

jawab sepenuhnya terhadap keselamatan pelayaran. Undang Undang Nomor 

17 Tahun 2008  tentang Pelayaran pada Pasal 40 ditetapkan bahwa:  

Ayat (1) ‘‘Perusahaanuangkutan diuperairan bertangggungjawab 

terhadapukeselamatan danukeamanan penumpangudan/atau barang 

yangudiangkutnya’’. 

Ayat (2) ‘‘Perusahaanuangkutanudi perairan bertanggungujawab 

terhadap muatanukapal sesuai denganujenis dan jumlahuyang 

dinyatakan dalamudokumen muatan dan/atau perjanjianuatau 

kontrak pengangkutanuyang telahudisepakati’’.  

Dan pada Pasal 41uayat (1) Tanggung jawabusebagaimana 

dimaksududalam Pasal 40 dapat ditimbulkanusebagai akibat 

pengoperasianukapal, berupa:  

1. kematianuatau lukanyaupenumpang yangudiangkut; 

2. musnah, hilang, atau rusaknyaubarang yang diangkut; 

3. keterlambatanuangkutan penumpangudan/atau baranguyang 

diangkut; 

4. kerugianupihak ketiga.  

Hal iniujuga menjelaskan bahwausegala bentuk kesepakatan yang 

termuat dalamudokumen muatanuatau karcis menjadiutanggung jawab 

perusahaanupengangkut untukumemenuhinya, serta menjadiuhak bagi 

penumpangumenuntut haknya sesuai denganukesepakatan yang termuat 

dalam dokumen muatanutersebut serta melaksanakanuasuransi perlindungan 

dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan yang termaktub pada pasal 41 ayat (3). 

Kehadiran penumpang ilegal yang namanya tidak tercantum dalam 

daftar manifes bukan merupakan kompensasi risiko oleh perusahaan 

asuransi. Oleh karena itu, keberadaan penumpang ilegal tidak dilindungi 

secara hukum, bahkan keselamatan kapal dan penumpang lain yang 

menggunakan layanan yang sah tidak dilindung, Membahayakan kapal 
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secara langsung.18 Kehadiran penumpang ilegal dapat menyebabkan kapal 

tenggelam karena kelebihan muatan, yang dapat berdampak besar pada 

keberadaan dan kelangsungan hidup perusahaan pelayaran di masa depan. 

Oleh karena itu, keberadaan penumpang ilegal tersebut tidak hanya 

merugikan perusahaan, tetapi bahkan dapat mengancam nyawa penumpang 

lain yang telah membayar biaya yang telah ditetapkan secara resmi oleh 

perusahaan pelayaran. Menurut Abdulkadir Muhammad, perlindungan 

hukum bagi penumpang yang tidak memiliki tiket pada saat terjadi 

kecelakaan, tiket tersebut berfungsi sebagai bukti bahwa seseorang berhak 

atas jasa transportasi, dan dari pemilik tiket dan dirinya sendiri, sekaligus 

sebagai bukti hukum. bahwa kesepakatan telah dicapai di antara mereka, 

menyediakan layanan transportasi. 

Oleh karena itu, penumpang yang tidak memiliki tiket tergolong 

penumpang ilegal. Kompensasi hanya tersedia bagi penumpang yang telah 

resmi membeli tiket dari maskapai tujuan mereka. Bagi penumpang yang 

tidak memiliki tiket (ilegal), pada saat penumpang tersebut menaiki kapal 

pesiar, penumpang ilegal tersebut tidak memiliki tiket yang merupakan bukti 

sah dari dokumen perjalanan, bukti pembayaran, dan bukti penerimaan, 

sehingga hukum lalu lintas saya tidak memenuhi syarat untuk kompensasi di 

bawah. tiket. Fasilitas / layanan. Namun, berbeda dengan transportasi yang 

tidak menggunakan fasilitas ticketing, subjek hukum tunduk pada 

perlindungan hukum. Sedangkan dalam perspektif akad ijarah ala manafi’ 

seperti yang telah dijelaskan pada bab 2 bahwasan syarat berlakunya 

(sahnya) ijarah ala manafi’ apabila memenuhi rukun-rukun ijarah yaitu: (1) 

Aqid ( orang beraqad), orang yang melakukan akad ini terdiri dari dua yaitu 

mu’jir ( orang yang memakai manfaat dari suatu benda) dan musta’jir (orang 

 
18 Hasil wawancaraudengan, Tri Haryanto, ManajeruUsaha Dan Teknik, Pada 

tanggalu6  Juni 2022, di Kantor ASDP, Di KecamatanuMeuraxa, Banda Aceh 
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yang memberikan jasa/ menyewakan). (2) Sighat Akad Yaitu 

suatuuungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul 

adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad 

sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akaduijarah. (3) Ujrah 

(upah) yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta’jir atas jasa yang telah 

diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu’jir. (4) manfaat, antara cara 

untuk mengetahui ma’qud alaih (barang) adalah dengan menjelaskan 

manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah 

atas pekerjaan atau jasa seseorang. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwasannya bagi 

penumpang ilegal tidak sah/ berlaku akad ijarahnya hal ini dikarenakan 

penumpang ilegal tidak memenuhi rukun dari sahnya akad ijarah ala 

manafi’. Penumpang illegal tidak memenuhi rukun sighat Akad dikarenakan 

penumpang illegal masuk tanpa diketahui oleh petugas sehingga tidak ada 

nya akad antara penumpang illegal dengan petugas/ penjual tiket. 

Selanjutnya penumpang illegal tidak memenuhi rukun 3 ujroh (upah) yaitu 

penumpang illegal tidak memberikan upah atas jasa kapal yang telah ia 

pakai. 

MenurutuZufar, Malik, danuSyafi`i mereka berpendapatubahwa 

dalamuijarah yang tidak sahumaka orang yangumenyewakan wajib 

membayaruupah tertinggi, sama sepertiudalam jual beli, jika beli ituutidak 

sah, maka wajibumembayar nilai berapa punutingginya19. 

Oleh sebab itu dalam persepektif akad ijarah ala manafi’ penumpang 

ilegal ini jika dideteksi (kedapatan) oleh pihak pengelola kapal maka 

konsenkuensi bagi penumpang illegal ini ialah wajib membayar denda atau 

 
19 Wahbah AzuZuhaili, Fiqih Islam WauAdillatuhu, (Jakarta: uGema Insani, 

2007u), hlm.411. 
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sanksi yang telah di tetapkan oleh pihak pengelola kapal berapapun 

jumlahnya
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BAB EMPAT 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa 

kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut: 

1. Dalam pelayaran di Pelabuhan Ulee Lheu ke Balohan Kota Sabang 

belum bebas dari penumpang illegal yang berhasil masuk dalam kapal. 

Umumnya tendensi menjadi penumpang illegal untuk bebas dari biaya 

tiket masuk sebagai penumpang. Faktor-faktor yang menyebabkan   

penumpang illegal masih menyusup dalam  pelayaran yaitu faktor 

kekerabatan, faktor ekonomi, faktor calo tiket, dan faktor keramaian 

penumpang. Kehadiran penumpang illegal selain mengakibatkan 

kerugian pihak kapal juga dapat membahayakan penumpang lain yang 

masuk secara legal dan terutama penumpang illegal itu sendiri, yang 

tidak memiliki hak sama sekali memperoleh perlindungan hukum dan 

asuransi atas pelayaran yang ditumpanginya sebagaimana ketentuan 

yuridis formal. 

2. Pemahaman konsumen kapal terhadap risiko yang dihadapinya ketika 

menjadi penumpang illegal masih sangat minim. Rerata dari konsumen 

kapal tidak memahami resiko yang dihadapinya saat pelayaran, baik dari 

sisi keselamatan pelayaran maupun dari sisi finansial bagi pelayaran  

dan manajemen perusahaan, proteksi risiko terhadap dirinya maupun 

penumpang lainnya. Kenyataan ini harus ditindak secara konkrit untuk 

mengatasi tindakan instabilitas terhadap keselamatan pelayaran dan 

penumpang yang cenderung memiliki risiko tinggi terutama di saat 

cuaca tidak stabil, terutama oleh pihak yang paling berwenang dan 
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memiliki otoritas untuk melakukan penindakan yaitu ASDP, Satpol 

Airut dan pihak manajemen kapal itu sendiri. 

3. Menurut ketentuan yuridis formal dan normatif dalam fiqh keberadaan 

penumpang kapal illegal dalam pelayaran Pelabuhan Ulee Lheu ke 

Balohan dan sebaliknya merupakan kejahatan yang harus ditindak 

secara tegas. Keberadaan penumpang illegal ini mengancam 

keselamatan pelayaran dan penumpang itu sendiri.  Kenyataan yang 

dilakukan penumpang illegal ini hanya menghindari  dari kewajiban 

membayar tiket yang harganya tidak seberapa. Menurut perspektif akad 

ijarah ala manafi’ tindakan yang dilakukan pihak penumpang  illegal ini 

tidak memenuhi rukun dari akad ijarah ala manafi’ demikian juga syarat 

dari objek transaksi yang seharusnya dilakukan oleh pihak penumpang 

sebelum pelayaran dilakukan. Untuk mengatasi tindak penumpang 

illegal ini harus dilakukan tindakan tegas dengan penetapan nilai denda 

yang setimpal sebagai sanksi atas tindakan yang menyalahi ketentuan 

hukum yang dapat mengancam keselamatan pelayaran dan semua 

penumpang kapal. 

 

B. Saran  

 

1. Disarankan kepada pihak kapal dan stakeholder pelabuhan lebih 

meningkatkan pengawasan kepada calon penumpang, serta lebih 

serius, berkomitmen, dan berani dalam menindak para calo tiket 

yang merupakan penyebab dari timbulnya penumpang gelap di atas 

kapal  

2. Diharapkan juga kepada pihak UPTD Pelabuhan Ulee Lheue lebih 

giat dalam mensosialisasikan    kewajiban    membeli    tiket    bagi    

setiap penumpang. Misalnya dengan meberikan himbauan agar 

setiap calon penumpang membeli tiket di loket resmi. 
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3. Disarankan kepada pihak manajemen pelabuhan untuk 

memperbanyak poster-poster yang berisikan gambar serta seruan 

tentang   kewajiban penumpang untuk membeli tiket lengkap 

dengan sanksi bagi yang melanggar. 

4. Berkaitan pemahaman konsumen kapal tentang risiko penumpang 

kapal feri ilegal dalam perspektif akad ijārah ‘ala manāfi’ perlu 

penelitian lebih lanjut.  
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Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi 
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Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari Kampus 
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Lampiran 3. Surat Izin Penelitian dari KESBANGPOL 
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Lampiran 4. Surat telah Melaksanakan Penelitian Dari DISHUB Pelabuhan 

Penyeberangan Ulee Lheue 
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Lampiran 5. Surat telah Melaksanakan Penelitian Dari PT. ASDP Indonesia 

Fery (Persero) Cabang Banda Aceh  

 

 

 



66 
 

  

Lampiran Daftar Pertanyaan 

 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana pemahaman anda 

terkait penumpang illegal? 

 

2 Faktor apa saja yang 

menyebabkan seseorang menjadi 

penumpang illegal? 

 

3 Bagaimana pemahaman anda 

terkait Sistem Proteksi yang 

Diberikan Pemerintah terhadap 

pelayaran? 

 

4 Apa Alasan anda menjadi 

penumpang ilegal? 

 

5 Bagaimana pemahaman anda 

terkait resiko penumpang illegal 

yang tidak terdaftar dalam 

manifest pada saat pelayaran? 

 

6 Bagaimana pemahaman anda 

terkait pengawasan pelayaran 

yang diterapkan oleh Dinas 

Perhubungan Aceh? 

 

7 Bagaimana pemahaman anda 

terkait Pertanggungjawaban 

terhadap Musibah Bagi 

Penumpang Kapal  feri Ilegal  

 

8 Apakah anda merasa puas 

dengan pelayanan yang 

diberikan oleh pihak kapal pada 

saat pelayaran? 

 

9 Dipelabuhan Ulee Lheue? 

Menurut anda, hal apa saja yang 

harus dilakukan oleh pemerintah 

untuk mengurangi penumpang 

ilegal? 
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10 
Bagaimanakah administrasi yang 

harus dilengkapi oleh calon 

penumpang dalam menggunakan 

jasa pelabuhan penyebrangan 

Ulee Lheue - Sabang? 

 

11 Apakah tindakan yang biasa 

dilakukan oleh petugas apabila 

kedapatan penumpang yang 

tidak melengkapi administrasi? 

 

12 Bagaimana system perhitungan 

muatan penumpang pada 

pelabuhan penyebrangan Ulee 

Lheue - Sabang? 

 

13 Bagaimanakah system 

pengecekan penumpang yang 

dilakukan oleh petugas dalam 

mendata jumlah penumpang? 

 

14 Bagaimanakah gambaran risiko  

yang mucul dari adanya 

penumpang ilegal? 

 

15 Berapa orang petugas yang 

disiapkan untuk melakukan 

pengawasan secara berkala pada 

setiap pelayaran yang dilakukan 

pada pelabuhan Banda Aceh? 

 

16 Apa-apa saja infrastruktur 

penunjang untuk terlaksananya 

aktivitas pelabuhan 

penyebrangan Ulee Lheue - 

Sabang sehari-hari? 

 

17 Berapakah jumlah penumpang 

maksimum yang dapat dimuat 

dalam satu kapal dalam sekali 

penyebrangan dan berapa rata-

rata jumlah penumpang yang 

dapat dilayani oleh pelabuhan 

penyebrangan Ulee Lheue - 

Sabang dalam sehari? 

 

18 Berapakah biasanya kapal dapat 

beroperasi dalam sehari? 
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19 
Pernahkah terjadi kasus yang 

disebabkan oleh adanya 

penumpang ilegal dalam kapal? 

Kalau ada bagaimanakah kasus 

yang terjadi tersebut? 

Berdasarkan kasus tersebut, 

kerugian apa yang biasa muncul 

bagi pihak terkait? 

 

20 Bagaimanakah risiko yang 

muncul bagi penumpang dari 

adanya penumpang ilegal di 

dalam kapal? 
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Lampiran  Dokumentasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Wawancara dengan bapak Maulizan Kepala Tata Usaha 

pelabuhan Ulee-Lheue 

Gambar 2. Wawancara dengan bapak Putra salah satu petugas 

pelabuhan Ulee Lheue 
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Gambar 3. Wawancara dengan bapak Tri Haryanto, Manager Usaha dan 

Teknik PT. ASDP Indonesia Fery cabang Banda Aceh  

 

Gambar 4. Wawancara dengan bapak Tri Haryanto, Manager Usaha dan 

Teknik PT. ASDP Indonesia Fery cabang Banda Aceh 
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Gambar 5. Wawancara tahap II dengan bapak Maulizan Kepala Tata 

Usaha pelabuhan Ulee-Lheuu 

Gambar 6. Wawancara dengan  Rini Oktavi Salah satu Penumpang Kapal Feri 

pelabuhan Ulee-Lheuu 



72 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Wawancara dengan  Lizar Fitri  Penumpang Kapal Feri pelabuhan 

Ulee-Lheuu 

Gambar 8. Wawancara dengan bapak Kamaruddin salah satu Penumpang Kapal 

Feri pelabuhan Ulee-Lheuu 
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Gambar 9. Wawancara dengan bapak Kamaruddin Salah satu Penumpang Kapal 

Feri pelabuhan Ulee-Lheuu 

Gambar 10. Wawancara dengan Dewi Kurnia Penumpang Kapal Feri pelabuhan 

Ulee-Lheuu 
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